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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Figh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang
Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan
Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19” ini dibuat dan digunakan untuk menjawab dua
rumusan masalah tentang bagaimana Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan
Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi
Covid-19 dan bagaimana Analisis Figh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang
Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan
Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang mana objek kajiannya meliputi
norma dan kaidah dasar, keputusan menteri, perbandingan hukum, konsep hukum dalam islam.
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik
studi pustaka dengan pendekatan keputusan menteri yang selanjutnya dianalisis secara
deskriptif kulitatif kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang
konkret. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan perspektif

teori hukum islam yaitu Figh Siyasah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan pemberangkatan ibadah haji pada
masa pandemi Covid-19 memang sudah tepat dalam mengambil keputusan tersebut. Karena
dalam islam sendiri mengenal yang namanya konsep Daruratus Syar’iyyah yaitu sebuah
konsep pengambilan keputusan secara Darurat apabila terjadi sesuatu hal yang penting dan
mendesak. Pandemi Covid-19 ini sangatlah membahayakan masyarakat, untuk memutuskan

penyebaran virus tersebut adalah dengan tetap dirumah dan tidak melakukan berpergian.

Dan apabila ibadah haji ini tetap dilaksanakan seperti tahun—tahun sebelumnya maka
akan menjadi klaster baru penyebaran virus Covid-19 ini. Oleh karena itu banyak negara yang
mayoritas umat islam mengambil keputusan untuk meniadakan pemberangkatan ibadah haji
pada pelaksanaan ibadah haji tahun 1441 H / 2020 M. Termasuk di Negara Indonesia
pemerintah mengambil keputusan untuk membatalkan pemberangkatan ibadah haji yang
tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan
Ibadah Haji dalamPelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1441 H /2020 M.

Vi



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ....ooiiieeeetteeettteettee et ee et e e et eessstessstesesseesssssasesssasesssaasssneassnneas i
PERNYATAAN KEASLIAN .....cotitieteeeeteeeeteeeeeeeneeeeeaeeeesaeeessneesessesssnnesssssesssneanas ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ......ccccocctriirutrrirueenireesisnessssnesssssesesssessssssssssssssssssssssssases iii
PENGESAHAN.......utitittiittniitrentenestesssstssssstssssssesssssessssesssssessssssssssssssssssssssssssssssases iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .........eeeeeereeeeeccneeeeeccrnneeennns \%
ABSTRAK ....tiiiiirittiintneinteesntessntesssstesssssessssesssssesssssessssssssssssssssssssssssssssssesssssasssss vi
KATA PENGANTAR .....cooitiriitrietnetennnntsesntesssasesssssesssssesssssessssssssssssssssssssssssssssssases vii
DAFTAR IST ...ttt eete ettt et e e e te e s st e e s sstaeestasesssasesssaeasssaaesssaaessssasssssansnns X
DAFTAR TRANSLITERASL ...ttt et e eteeeseeeesseeeessaesessaaasssasasssseannne xiii
BAB I: PENDAHULUAN .....cttiiitttertteeeteeesteeeesseeesseeessseaesssseessssasssssassssssesssssssssseasan 1
A. Latar Belakang Masalah ..........c.cccceeiiiiiiiiiiiiniieiiceeeee e 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ............ccccooouiiiiiiiiniiiicice e 10
C. Rumusan Masalah.........c.ooieiiiiiiiiiiieieeeee et 11
D. Kajian Pustaka ........coooriiiiiiiiii s 12
E. Tujuan Penelitian..........cccooiiiiiiiiiiiiieceee et 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian ............ccccooiriiniiiiiiiniiiiiccceccceeeceee 13
G. Definisi Operasional ............ccccuiieiiiieiiieeiieeeeee e e e 14
H. Metode Penelitian..........ccooiiiiiiiiiiiiiii s 14
I.  Teknik Pengumpulan Data..........cccoceiiiiiiniiiiiiiiieeccceeeeee e 16
J. Sistematika Pembahasan ...........cccccooiiiiiiiiiiiiii e 16

BAB II : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG

TERTUANG DALAM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 494 TAHUN 2020

TENTANG PEMBATALAN IBADAH HAJI PADA MASA PANDEMI COVID-19...... 18
AL FIQR STYASAN.........oc.ooeeeeeeeeseeeeeeee ettt as 18

1. Pengertian Fiqh Siyasal ..............cccccooevveeeeveesieeiieieiieieeieseese e 18

2. Ruang Lingkup Figh Siyasal ...............ccccccovevvueeeienciieiiesieeieeeieeieesie e 19



B. Siyasah DAuliyali..................cccoueeiecieiiesiieieiieeiieeiese ettt eae et ese e sse s snse s 20

1. Pengertian Siyasah Dauliyal.................ccccococvueeeveceieceeeieeiiesieeereesveenneens 21
2. Dasar — dasar Siyasah Dauliyal .................cc.ccccccueveeveeiveceeseenieciesiesieennenn, 22
3. Ruang Lingkup Siyasah Dauliyalh.................c..cccccoueeveveeveeeceeeceeneeeireeenann, 27
C. Konsep Daruratus SYar’iyyall..........c..ccccooeveeeieceesieeieeiiesieesieeieeeesseeiessesseessessenns 29
1. Pengertian Daruratus Syar’iyyal ..............cccceeveeceeieeveeceeeieeeeieeeesseeenen, 29
2. Dasar Hukum Konsep Daruratus Syar’iyyal .............ccceeeeeveeceeecreeecveenenn. 31

BAB III : KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG TERTUANG DALAM KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA NOMOR 494 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATALAN IBADAH

HAJIPADA MASA PANDEMI COVID-19......uiiiiiiiiiniiinietneetneeeseeceeceecscaeees 35

A. Kronologis Peniadaan Pemberangkatan Ibadah Haji ...........cccccooeviviiiniiiiiininennns 35
B. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Meniadakan Keberangkatan Ibadah Haji Pada
Masa Pandemi Covid-19 ........cooiiiiiiiiiiie e 41
C. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan
Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2020
VL ettt bbbt ettt st 44

BAB IV : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG
TERTUANG DALAM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 494 TAHUN 2020

TENTANG PEMBATALAN IBADAH HAJI PADA MASA PANDEMI COVID-19...... 49

A. Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494
Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19........ 49
B. Analisis Figh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam

Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji

Pada Masa Pandemi COVIA-19..... oot e e e e eeeeaaes 54

BAB V i PENUTIUP ...eeeeeeeteeeeettetteeeteeeeeeseeenenessessssssseesssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssnnnns 63
AL KESTMPULAN ..ottt ettt et 63

Bl SATAN oot ————e e e ———————————— 64

Xi



DAFTAR PUSTAKA

xii



BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan syariat yang wajib dikerjakan dan sudah ditetapkan oleh
Allah SWT kepada Nabi Ibrahim A.S. Haji berasal dari kata A/-Hajju yang menurut
bahasa (etimologi) berarti al-gash dila mu’azhzham (pergi menuju sesuatu yang
diagungkan).? Adapun menurut istilah (terminologi), menurut /bnu al-humam
mengatakan bahwa Haji adalah pergi mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan
perilaku tertentu pada waktu tertentu.® Jadi, haji adalah berziarah ke tempat tertentu
pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah.

Haji pada hakikatnya merupakan aktivitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan
oleh Allah SWT kepada seluruh umat islam yang telah mencapai dalam keadaan
mampu. Seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji disebut sebagai puncak yang
melambangkan ketaatan serta penyerahan diri kepada Allah SWT baik secara fisik,
material, maupun spiritual.*

Adapun dalil yang menyatakan kefardhuan haji adalah A/-qur’an dan al-Hadist.
Dalil-dalil tersebut telah diterima kebenarannya oleh seluruh umat islam dari generasi
ke generasi. Bukan hanya itu saja, Kefardhuan haji juga diakui berdasarkan
kesepakatan para ulama dan diyakini oleh seluruh mazhab umat islam.’

Dalam menunaikan Ibadah Haji diwajibkan atas setiap umat islam yang mampu

mengerjakannya dan hanya seumur hidup sekali. Bagi mereka yang mengerjakannya

2Azam, Muhammad Abdul Aziz dan Abdul Wahab sayyed Hawwas. 2009. Figh Ibadah Thaharah, Sholat, Zakat,
Puasa, dan Haji. Jakarta : Amzah Press. HIm. 481

3Ibid. HIm. 482

4Syari’ati, Ali. 2015. Haji. Bandung : Pustaka Grafika. HIm. 1

5Al-Qaradhawi, Yusuf. 2007. Menjawab Masalah Haji Umroh & Qurban. Jakarta : Embun Publishing. Him. 21

1



lebih dari satu kali maka hukumnnya sunnah. Allah SWT berfirman dalam Surah Ali

Imran Ayat 97 yang berbunyi :
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“.... Dan (diantara) kewajiban terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji
ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana.
Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya
(tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh Alam.” (QS. Ali Imran : 97)%

Ibadah haji wajib ditunaikan bagi umat islam yang mampu secara ekonomi dan
fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji selama di
embarkasi atau debarkasi, diperjalanan, dan di Arab Saudi. Akan tetapi jaminan
kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji pada saat ini terancam oleh
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda hampir seluruh negara
di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.” Corona Virus Disease 2019 atau bisaa
disingkat dengan Covid-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit
mulai dari gejala ringan sampai gejala yang berat. Ada setidaknya dua jenis Corona
Virus Disease (Covid-19) yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat
menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).® Corona Virus Disease (Covid-19)

adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Virus penyebab adanya Covid-19 ini dinamakan dengan Sars-CoV-2.°

6QS. Ali lmron (3) : 97

7KMA Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Ibadah haji. Him. 4

8 "Asal Mula Virus Corona Seperti dikutip dari World Health ...." https://kec-
kasihan.bantulkab.go.id/filestorage/berkas/2020/08/Asal%20Usul%20Virus%20Covid-

19%20dan%20Pencegahannya.pdf. Diakses pada 26 Mei 2021.

dIsbaniah, Fathiyah, dkk. 2020. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus Disease (Covid-19). Jakarta :
Kemenkes RI. HIm. 11


https://kec-kasihan.bantulkab.go.id/filestorage/berkas/2020/08/Asal%20Usul%20Virus%20Covid-19%20dan%20Pencegahannya.pdf
https://kec-kasihan.bantulkab.go.id/filestorage/berkas/2020/08/Asal%20Usul%20Virus%20Covid-19%20dan%20Pencegahannya.pdf
https://kec-kasihan.bantulkab.go.id/filestorage/berkas/2020/08/Asal%20Usul%20Virus%20Covid-19%20dan%20Pencegahannya.pdf

Adapun tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan
pernapasan akut diantaranya batuk, demam, dan sesak napas. Dan masa inkubasi rata-
rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat
dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan
kematian. Tanda-tanda dari gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus
adalah demam dengan beberapa kesulitan bernapas dan hasil rontgen yang menunjukan
infitrat pneumonia luas di kedua paru-paru.'’

Berdasarkan bukti ilmiah, Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia
melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko
tertular penyakit ini adalah orang yang kontak langsung dengan pasien Covid-19
temasuk yang merawat pasien Covid-19. Rekomendasi standar pencegahan penyebaran
infeksi ini adalah dengan mencuci tangan secara teratur, menerapkan etika bersin dan
batuk, menghindari kontak langsung dengan hewan ternak dan hewan liar serta
menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukan gejala penyakit
pernapasan seperti batuk dan bersin.!!

Covid-19 berawal pada tanggal 31 Desember 2019, World Health Organization
(WHO) China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui
etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China
mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis
baru Corona Virus Disease (Covid-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah
menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia /

Public Health Emergency Of International Concern (KKMMD / PHEIC).!? Di

lbid. HIm. 11

Hibid. HIm. 12

12"Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur | Yuliana."
https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf. Diakses pada 26 Mei. 2021.
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Indonesia sendiri pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi
ada dua kasus pertama virus corona. Setelah sebulan sejak dua kasus pertama
diumumkan telah ada pertambahan sebanyak 1.528 pasien positif virus corona.
Sementara itu dari jumlah tersebut, 81 pasien telah dinyatakan sembuh dan 136 pasien
meninggal dunia.

Semakin meningkatnya jumlah korban yang berjatuhan saat Pandemi Covid-19,
maka Pemerintah Indonesia memaksakan diri mengambil tindakan-tindakan secara
cepat untuk mengatasi Pandemi Covid-19, banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan
oleh Pemerintah untuk merespon keadaan ini terutama berkaitan dengan kesehatan,
ekonomi, dan sosial. Deklarasi Presiden tentang Keadaan Darurat Kesehatan
Masyarakat dan Darurat Bencana Nasional, Presiden memberikan keleluasaan bagi
pemerintah untuk mengambil tindakan secara cepat.'®> Berbagai upaya dalam rangka
pencegahan, pengobatan, dan sebagainya pun telah dilakukan oleh pemerintah
Indonesia dalam mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan /ockdown atau dengan
istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan social distancing (Jaga Jarak) di
lakukan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Pemerintah Arab Saudi pun menghimbau kepada umat muslim seluruh dunia
untuk tidak melaksanakan Ibadah Haji pada tahun ini sampai ada kejelasan mengenai
akhir dari pandemi ini.'*

Dari himbauan Pemerintah Arab Saudi untuk menunda akan keberangkatan

ibadah haji tahun ini. Maka Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama yang

13 "presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 ...." 13 Apr. 2020,
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-
covid-19-bencana-nasional. Diakses pada 6 Mei. 2021.

14 "IDISINFORMASI] Pemerintah Arab Saudi Membatalkan ... - Kominfo."
https://kominfo.go.id/content/detail/25429/disinformasi-pemerintah-arab-saudi-membatalkan-ibadah-haji-
tahun-ini-untuk-mengatasi-penyebaran-virus-corona/0/laporan_isu_hoaks. Diakses pada 6 Mei. 2021.



https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional
https://kominfo.go.id/content/detail/25429/disinformasi-pemerintah-arab-saudi-membatalkan-ibadah-haji-tahun-ini-untuk-mengatasi-penyebaran-virus-corona/0/laporan_isu_hoaks
https://kominfo.go.id/content/detail/25429/disinformasi-pemerintah-arab-saudi-membatalkan-ibadah-haji-tahun-ini-untuk-mengatasi-penyebaran-virus-corona/0/laporan_isu_hoaks

sebagai penanggungjawab dari Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia mengambil
sebuah Keputusan yang mana Keputusan tersebut sebagai pelengkap dari Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Keputusan Menteri Agama atau bisa
disingkat dengan (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan
Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.!5 Yang mana
sebagai pelengkap dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Sebenarnya pelaksanaan ibadah haji bukan kali ini saja terkendala. The Studi
King Abdul Aziz Foundation for Research and Archives mengeluarkan data bahwa
ibadah haji pernah 40 kali ditiadakan.'® Mulai dari perang sampai dengan wabah
penyakit. Kronologis dari ketiadaan pelaksanaan ibadah haji yaitu pada Tahun 1814
pernah terjadi yang namanya Wabah Thaun. Wabah ini melanda Arab Saudi, termasuk
Mekkah dan Madina. Tidak diketahui dengan pasti nama wabah ini, Namun kerajaan
Arab Saudi mencatatnya sebagai Wabah Thaun. Akibat dari wabah ini, 8000 orang
tercatat meninggal dunia dan ka’bah arus ditutup untuk sementara waktu.!”

Selanjutnya Wabah India, wabah ini terjadi pada 1831. Penamaan wabah ini
karena dipercaya datang dari india. Wabah india ini terjadi di tengah pelaksanaan
Ibadah Haji, walhasil lebih kurang tiga perempat Jemaah meninggal dunia dan
pelaksanaan Ibadah Haji akhirnya disudahi di tengah jalan sebelum masanya habis.

Wabah 1837, tak pasti apa yang melanda Arab Saudi pada tahun 1837 dan tak ada

15 "Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 ... - Kemenag."
https://kemenag.go.id/archive/keputusan-menteri-agama-nomor-494-tahun-2020-tentang-pembatalan-

keberangkatan-jemaah-haji-pada-penyelenggaraan-ibadah-haji-tahun-1441-h-2020-m. Diakses pada 26 Mei.

2021.

16 Muhammad Ahsan Ridhoi.Sejarah Ibadah haji Ditiadakan Karena Wabah. Di
aksesdariwww.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/muhammadridhoi/berita/5e9a41f725921/sejarah-
ibadah-haji-ditiadakan-kaena-wabah Pada tanggal 23 Februari 2021

7 Ibid
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jumlah pasti korbannya. Namun akibat wabah ini pelaksanaan Ibadah Haji harus
ditiadakan sampai tiga tahun sesudahnya. Wabah Kolera, Kolera yang oleh WHO
ditetapkan sebagai pandemi tercatat menghantam Arab Saudi dalam rentang tahun
1846-1892. Akibatnya, Ibadah Haji pada 1850,1865 dan 1883 haruscditiadakan.
Begitupun pada 1858 wabah ini menyebabkan banyak penduduk Arab Saudi
mengungsi ke Mesir dan membangun karantina kesehatan di daerah Bir Anbar. Selama
rentang waktu itu Ibadah Haji pernah dilakukan pada 1864 dan hasilnya 1000 Jemaah
meninggal setiap harinya.'®

Wabah meningitis, wababh ini terjadi pada tahun 1987. Saat itu wabah meningitis
melanda Arab Saudi menjelang pelaksanaan Ibadah Haji. Cepatnya penyebaran
penyakit ini membuat 10 ribu calon Jemaah haji yang telah tiba terinfeksi.!” Wabah
Ebola pada tahun 2014-2016, Pemerintah Arab Saudi untuk sementara waktu berhenti
mengeluarkan visa umrah dan haji untuk warga Guinea, Liberia, dan Sierra Leone.
Ketiga negara Afrika tersebut terkena dampak paling buruk dari wabah Ebola yang
menyebabkan 11.000 kematian sebelum akhirnya wabah tersebut resmi berakhir pada
tahun 2016.2°

Dan wabah yang terbaru adalah Pandemi Virus Covid-19, kendati demikian
Pemerintah Arab Saudi tetap menyelenggarakan Ibadah Haji dengan Jumlah Jemaah
yang sangat terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan standar
dari WHO. Dan untuk penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 ini hanya di

peruntukan untuk warga sekitar kerajaan Arab Saudi dan ekspatrait Arab. Akibat dari

18 |bid

Muhammad Ahsan Ridhoi.Sejarah Ibadah haji Ditiadakan Karena Wabah.Di akses dari
www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/muhammadridhoi/berita/5e9a41f725921/sejarah-ibadah-haji-
ditiadakan-kaena-wabah Pada tanggal 11 November 2020

20prihastomo Wahyu Widodo. Bukan yang pertama, pembatasan ibadah haji juga pernah terjadi sebelumnya.
di akses dari https://inernasional.kontan.co.id/news/bukan-yang-pertama-pembatasan-ibadah-haji-juga-
pernah-terjadi-sebelumnya?page=all Pada tanggal 12 November 2020
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kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi tersebut, banyak negara yang
mayoritas umat islam meniadakan pemberangkatan ibadah haji pada tahun ini
termasuk di negara Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama
mengeluarkan keputusan untuk meniadakan pemberangkatan ibadah haji Tahun 2020
yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan
Pemberangkatan Ibadah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H /2020
M.

Sedangkan dalam hukum tata negara islam (Figh Siyasah) adalah kemaslahatan
untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkannya, baik
di dunia maupun di akhirat.?! Siyasah berasal dari pada nabi, baik secara khusus
maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir Siyasah berasal dari
para pemegang kekuasaan (para shultan dan araja) bukan dari ulama, sedangkan secara
batin Siyasah berasal dari ulama pewaris nabi bukan dari pemegang kekuasaan.?
Adapun ruang lingkup pembahasan dari Figh Siyasah diantaranya Figh Siyasah
Dusturiyah, Figh Siyasah Maliyah, Figh Siyasah Dauliyah dan Figh Siyasah

Harbiyah.”?

Dalam hal ini, penulis memetakan ke dalam Figh Siyasah Dauliyahyakni tentang
kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan negara dalam hubungan
internasional.>* Dalam hal ini Siyasah Dauliyah pada intinya mengatur segala aspek

terkait politik hukum internasional. Secara garis besar Muhammad igbal membagi

21 Nurhayati, agustina. "Summary of Figh Siyasah | - Elearning | UIN Raden Intan Lampung."
https://elearning.radenintan.ac.id/course/info.php?id=274. Diakses pada 10 Mei 2021.

22 Wikipedia. "Siyasah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas."
https://id.wikipedia.org/wiki/Siyasah. Diakses pada 10 Mei. 2021.

23 "RUANG LINGKUP FIQH SIYASAH - sumber pengetahuan." 25 Jun. 2013,
http://kreatif123.blogspot.com/2013/06/ruang-lingkup-figh-siyasah.html. Diakses pada 10 Mei. 2021.

24 "EIQIH SIYASAH DAULIYAH ~ SARJANA HUKUM ASLL." 12 Mei. 2018,
https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/05/figih-siyasah-dauliyah.html. Diakses pada 10 Mei. 2021.
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Siyasah Dauliyah menjadi 2 bagian, bagian pertama yaitu (A/ Siyasah Alduali, Al
Khasash) atau disebut juga sebagai hukum perdata internasional yang mana mengatur
tentang aspek keperdataan hubungan antar warga negara. Bagian yang kedua yaitu (A/
Siyasah Al Dually Al Amm) atau disebut juga sebagai hubungan internasional yang
mengatur tentang politik kebijakan negara islam dalam masa perang dan damai.?
Hubungan internasional dalam Siyasah Dauliyah terdapat beberapa asas dalam
melaksanakannya yakni asas persamaan, asas keadilan, asas musyawarah, asas
kehormatan manusia, asas toleransi, asas kerjasama. Siyasah Dauliyah juga memiliki
beberapa ruang lingkup pembahasanya yakni tentang perlakuan terhadap tawanan
perang, tentang kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain, tentang aturan
perang, tentang ekstradisi, tentang pemberian suaka politik dan keamanan, tentang
penentuan situasi damai / perang dan yang terakhir tentang perjanjian internasional.?®
Dalam menjalin suatu hubungan internasional suatu negara akan terikat dengan
lembaga-lembaga internasional yang tunduk dengan hukum internasional. Dalam
hukum islam suatu negara harus menaati suatu perjanjian yang telah dibuat oleh
negara lain. Siyasah Dauliyah memegang teguh pada prinsip kedaulatan sebagai mana
harus mengikuti Al-Qur’an dan As-Sunnah sebab keutamaan dan kemaslahatan tidak
akan mengurangi hak kedaulatan sekali pun ia merupakan masyarakat muslim. Dalam
mengadakan perjanjian internasional haruslah mengutamakan kemaslahatan penduduk
yang ada di negara tersebut. Oleh karena itu, apabila perjanjian tidak sesuai dengan
kemaslahatan maka hubungan diplomasi tersebut telah mengkhianati rakyatnya atas

amanah yang telah diberikan oleh rakyatnya.?’

%)ja sunrana. Politik Hubungan Internasiona Islam (Siya>sah dauliyah). Bandung : Pustaka setia. 2015. Him. 15
26 "BAB Il TINJAUAN TEORITIS A. Peraturan Daerah 1. Pengertian ...." http://repository.uin-
suska.ac.id/17958/8/10.%20BAB%20llIl.pdf. Diakses pada 10 Mei 2021.

bid. Him. 17
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Akan tetapi apabila di dalam suatu hubungan internasional terdapat suatu
musibah yang mengakibatkan gugurnya suatu perjanjian internasional maka negara
tersebut bisa menggunakan suatu konsep Darurat Syar’iyyah. Pengertian Darurat
dalam bahasa (etimologi) menurut Ali Al-Jujani, Darurat berasal dari kata A/-Darar
yang artinya sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya.’® Sedangkan
menurut Ibnu Al-Mansur makna A/-/dhrarialah sangat membutuhkan sesuatu seperti
lafadz “ Wagad idtarrahu ilayhi amrun”yang artinya ia sangat membutuhkan sesuatu.?’
Berdasarkan definisi diatas, maka sesuai dengan pendapat para ulama ahli bahasa
dapat disimpulkan bahwa makna Darurat adalah kebutuan yang sangat atau mendesak.
Jadi Darurat menunjukkan arti kebutuhan atau kesulitan yang berlebihan. Secara
istilah (terminologi) menurut ulama Malikiyah bahwa Darurat adalah khawatir atas
rusaknya anggota tubuh atau khawatirakan kematian, baik secara pasti maupun dalam
perkiraan.’® Sedangkan menurut ulama Syafi’i, Darurat adalah khawatirakan
terjadinya kematian atau sakit atau semakin parahnya penyakit yang menimpanya
ataupun takut terpisahnya dengan rombongan perjalanan, atau kuatir melemahnya
kemapuan berjalan atau mengendarai jika ia tidak makan, dan ia tidak mendapatkan
yang halal untuk dimakan, maka dalam kondisi tersebut ia harus memakan yang
haram.3!

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Darurat menurut istilah

adalah suatu kondisi terdesak yang dapat mengancam keselamatan nyawa, sehingga

dalam kondisi tersebut mendorong seseorang terpaksa untuk melanggar kaidah-kaidah

ZAli lbn Muhammada lbn Ali al-Jurjani. Al-Ta’rifat. (Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, t.th) Him. 120

Muhammad Ibn Mukrim al-Madzur. Lisan Al-Arab.Juz IV (Beirut DarSadir, t.th) Him. 482

30Ahmad al-Dardir. Al-Syarh al-Saghir ‘Ala Aqrab al-Masalik. Jilid 1. (Beirut Dar al-Kitab al-Arabi, t.th) Him. 173
3IMuhammad Ibn Ahmad Al-Khatib al-Syarbini. Mugni al-Muhtaj, Juz IV. (Beirut Dar al-Kitab al-Arabi, t.th) Him.
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umum dalam meninggalkan yang haram atau melaksanakan kewajiban, demi
melindungi keselamatanjiwa.

Secara bahasa (etimologi) Syar’iyyah berasal dari kata Syara’a yang berarti
sesuatu yang bersifat Syar’7 atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang
bersifat Syar’i. Secara istilah (terminologi) menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan
yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari
kerusakan.>?

Jadi pengertian dari konsep Darurat Syar’iyyah adalah sebuah konsep yang
dimana ada suatu kondisi yang mendesak seseorang untuk melanggar kaidah-kaidah
islam agar terhindar dari kerusakan atau kemaslahatan orang banyak.

Oleh sebab itu yang menjadi pokok perhatian penulis adalah Kebijakan
Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020
Tentang Pembatalan Ibadah Haji, yang akan dikaji dengan teori Islam. Maka dari itu
penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS FIQH
SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG TERTUANG
DALAM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 494 TAHUN 2020
TENTANG PEMBATALAN IBADAH HAJI PADA MASA PANDEMI COVID-19”

B. Identifikasi Masalah Dan Pembatasan Masalah
Untuk menghindari kerancuan dan kesalahpahaman dari penelitian ini maka
penulis akan membatasi pembahasan penelitian ini dengan identifikasi dan batasan

masalah. Adapun identifikasi masalah tersebut adalah :

32Wahbah zuhaily.1997. “Ushul Figh” Kuliyat Da’wah Al-Islami. Jakarta : Radar Jaya Pratama. Him. 89



1. Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama
Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi
Covid-19;

2. Pandangan Menurut Hukum Tata Negara Islam (Figh Siyasah) Dalam
Menanggapi Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri
Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa

Pandemi Covid-19.

Untuk lebih fokusnya permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis

membatasi permasalahannya yaitu terbatas pada :

1. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Negara Indonesia tentang Ketiadaan
Pemberangkatan Ibadah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama
Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H /2020 M;

2. Analisis Figh Siyasah dalam konsep Darurat Syar’iyyah terhadap Kebijakan
Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494
Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah
yang ada yaitu :

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri
Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa

Pandemi Covid-19 ?



2. Bagaimana Analisis Figh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang
Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang
Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 ?

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan proses penyusunan skripsi ini penulis telah melakukan kajian
pustaka untuk mencari literature yang berhubungan dengan penelitian yang akan
penulis lakukan. Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah,
berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di
dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah catatan, rekaman sejarah,
dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan.

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian yang hampir
sama yakni terkait Pembatalan Ibadah Haji antara lain yakni :

1. Tesis yang ditulis oleh Wildiya Nushaifi pada tahun 2019 dengan judul “Konsep
Darurat Wahbah AL-Zuhayly Implementasinya Dalam Keputusan Fatwa
MUL” Dalam Tesis ini membahas tentang keadaan Darurat yang dapat
merubah ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh syar7’at islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Addithea Mahfuzh Naufal pada tahun 2017 dengan
judul “Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Isthitho’ah Haji Pasca
Kebijakan Antrean Haji (Studi Kasus Di Desa Dwarih Kecamatan Karangploso
Kabupaten Malang).” Dalam Skripsi ini membahas tentang Istitho’ah
(kemampuan) dalam melaksanakan ibadah haji. Karena dalam pelaksanaan
ibadah haji mempunyai salah satu syarat wajib dalam pelaksanaannya yakni
Istitho’ah (kemampuan).

Berdasarkan pemaparan tersebut focus penelitian yang akan dibahas penulis

tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan diatas. Karena



dalam hal ini penulis akan lebih focus membahas tentang Kebijakan Pemerintah Yang
Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang
Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 yang ditinjau dari teori hukum
islam yakni Figh Siyasah dari tinjavan Siyasah Dauliyah dalam konsep Daruratus
Syar’iyyah.
E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dari hasil penelitian
tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan
Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada
Masa Pandemi Covid-19;

2. Untuk mengetahui Analisis Figh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah
Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020
Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19.

F. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan
pemahaman bagi para pembaca terkait Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang
Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang
Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19.

Sebagai sumbangan khasanah keilmuan di bidang Hukum Tata Negara
(Siyasah) dalam pengembangan hukum Islam khususnya mengenai Kebijakan
Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494
Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19.

2. Kegunaan secara Teoritis



Sebagai rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam
hukum islam di Indonesia yang berkaitan dengan konsep Darurat.
G. Definisi Operasional
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadi
kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu
menjelaskan maksud dari judul di atas:

1. Fikih Siyasah adalah Salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi
mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.*3

2. Ibadah Haji wajib ditunaikan bagi umat islam yang mampu secara ekonomi dan
fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah haji
selama di embarkasi atau debarkasi, diperjalanan, dan di Arab Saudi.’*

3. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 merupakan suatu
keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dalam menanggapi
pelaksanaan ibadah haji tahun 1441 H / 2020 M yang memutuskan bahwa
Pembatalan Pemberangkatan Ibadah Haji pada Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun
1441 H/ 2020 M.

H. Metode Penelitian
Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran
secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan
untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa suatu yang telah diteliti

sampai menyusun laporan.?>

3|gbal Muhammad,. 2017. Figh Siya>sah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya MediaPratama.
Him. 2-4

34KMA Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah haji. Him. 4

35ChalidNarbuko. 2016. MetodologiPenelitian. Jakarta:BumiAksara. HIm. 15



1. Jenis Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian
yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau doktriner.
Penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu metode penelitian hukum yang
mempergunakan sumber data sekuder atau dengan cara meneliti bahan pustaka
yang ada. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian
deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk
mendeskripsikan fenomena — fenomena yang ada. Penelitian deskriptif analitis
merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan
menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada,
pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek
yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung kemudian
dianalisis dan dilakukan pengambilan kesimpulan.3¢

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian

yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approarch). Pendekatan perundang-undangan
(statute approarch) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan
legislasi dan regulasi.’’

1. Bahan hukum

a. Bahan hukum primer

36 peter, Mahmud Marzuki.2015.PenelitianHukum.Jakarta : Prenada Merdeka. HIm. 55
3"Marzuki.2015.PenelitianHukum.Jakarta : Kencana. Him. 93



Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari
subjek penelitian berupa salinan Keputusan Menteri Agama Nomor 494
Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H /2020 M.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi
kepustakaan, seperti halnya buku-buku yang berkaitan dengan Undang-
undang dan dari dokumen publikasi yaitu data yang sudah dalam bentuk
jadi seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
penyelenggaraan ibadah haji dan buku figh siyasah.
I. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan
(library research). Studi kepustakaan (7ibrary research) adalah serangkaian usaha untuk
memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi,
mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang
berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya
dengan permasalahan penelitian. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian
dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari dari hasil pengkajian studi
dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-
konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan

dengan permasalahan penelitian.3?

J. Sistematika Pembahasan

38khsan, Edy.2015.MetodePenelitian dan Penulisan Hukum sebagaiBahanAjar.Medan : Universitas Sumut
Press. HIm. 24



Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka
sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang
terdiri dari sub bab-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang

lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sitematikanya sebagai berikut:

Bab I berisikan Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah,
identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,
sistematika pembahasan.

Bab 1II berisikan teori-teori konsep hukum tata Negara Islam (fikih Siyasah)
yang berhubungan dengan konsep-konsep yang ada dalam konsep Darurat Syar’iyyah.

Bab III memuat tentang data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan
dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber yang berkaitan tentang Kebijakan
Pemerintah dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang
Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19

Bab IV berisikan jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada
landasan teori yang terdapat dalam bab II. Penulis disini akan menganalisis tentang
pandangan Figh Siyasah dalam hal ini konsep dari Darurat Syar’iyyah terhadap
Kebijakan Pemerintah dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020
Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19.

Bab V berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada

dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topic pembahasan skripsi ini.



BABII

TINJAUAN UMUM FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG
TERTUANG DALAM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 494 TENTANG

PEMBATALAN IBADAH HAJI PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Fiqh Siyasah
1. Pengertian Figh Siyasah

Figh Siyasahterdiri dari kata yaitu Figh dan Siyasah. Adapun Kata Figh
berasal dari kata fagaha-yafgahu-fikihan. Y ang secara bahasa kata Fikih adalah
pemahaman yang mendalam akan suatu hal.’* Atau bisa kita pahami dengan
salah satu bidang ilmu dalam syariat islam yang secara khusus membahas
persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik
kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan
tuhannya. Beberapa ulama Fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan
Fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya
sebagai hamba Allah. Adapun secara istilah kata F7kih menurut beberapa ulama
memberikan penguraian bahwa arti Fik7h adalah ilmu yang mendalami hukum
islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Quran dan Sunnah.*® Jadi bisa
disimpulkan bahwa Fikih adalah suatu bidang ilmu yang mendalami hukum
islam secara khusus membahas persoalan tentang hukum yang diperoleh
melalui dalil Al-Quran dan Sunnah.

Sedangkan kata Siyasah menurut bahasa diambil dari kata Saasa yang

artinya memimpin, memerintah, mengatur, dan melatih. Dikatakan Saasa al-

39 Amir Syarifuddin. 1990. PembaharuanPemikiranDalam Islam. Padang :Angkasa Raya. Him. 13
40 "Symmary of Figh Siyasah | - Elearning | UIN Raden Intan Lampung."
https://elearning.radenintan.ac.id/course/info.php?id=274. Diakses pada 10 Mei 2021.
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gaumayang artinya dia memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah
kaum.*! Sedangkan menurut istilah kata Siyasah menurut beberapa ulama
memberikan penguraian bahwa arti Siyasah adalah pengaturan kepentingan
dalam memelihara kemaslahatan rakyat. +?

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari
Figh Siyasah adalah Suatu ilmu pengetahuan hukum Islam yang membicarakan
tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi
mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.*® Dalam hal ini Figh Siyasah
mempunyai sebuah konsep yaitu untuk mengatur peraturan hukum
ketatanegaraan dalam suatu negara yang mempunyai tujuan untuk
mensejahterakan rakyat dan mencegah dari banyaknya kemudhuratan.
Ruang Lingkup Figh Siyasah

Figh Siyasah termasuk ke dalam bagian ilmu Figh, maka untuk ruang
lingkupnya meliputi individu, masyarakat, dan Negara yang meliputi bidang
ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal,
peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan hukum internasional seperti
perang, damai, hak asasi manusia, dan traktat atau perjanjian.**

Figh Siyasah terbagi beberapa ruang lingkup yang mana dalam
perkembangannya terdapat perbedaan pendapat antara ulama satu dengan
ulama yang lainnya. Ada yang menyebutkan 3, 4, dan 5 bidang. Walaupun

terdapat perbedaan bukan menjadi suatu hal yang prinsipil. Dari sekian banyak

4Al Munawwir. Pustaka Progresif. Him. 677

42 "sjyasah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas." https://id.wikipedia.org/wiki/Siyasah. Diakses
pada 10 Mei. 2021.

“Igbal Muhammad,. 2017. FighSiya>sahKontekstualitasDoktrinPolitiklslam.Jakarta: Gaya MediaPratama. HIm.
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4)eje Abdul Rojak. 2014. Hukum Tata Negara Islam.Surabaya : UIN SunanAmpel Press. Him. 6
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uraian ruang lingkup Figh Siyasah dapat digaris besarkan bahwa obyek
pembahasan Figh Siyasah meliputi:*

1. Siyasah Dusturiyah yaitu kebijakan atau sebuah peraturan yang diambil oleh
kepala negara atau pemerintah untuk warga negaranya. Jadi bisa disimpulkan
bahwa hubungan antara kepala negara atau pemerintah ke warga negara terhadap
suatu peraturan yang dibuatnya.

2. Siyasah Dauliyah yaitu mengatur hubungan diplomatik luar negeri atau bisa
disebut dengan hukum internasional dalam islam.

3. Siyasah Maliyah yaitu hukum yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan,
dan pengeluaran uang milik negara.

4. Siyasah Harbiyah yaitu segala sesuatu yang membahas tentang segala hal yang
berkaitan dengan peperangan dan perdamaian. Dan juga membahas terkait jenis-

jenis perang yang sesuai dengan peperangan dalam islam.

Berdasarkan ruang lingkup dari Figh Siyasah yang telah dipaparkan maka ruang lingkup
Figh Siyasah yang sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis yakni tentang Kebijakan
Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020
Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 masuk ke dalam ruang lingkup
bahasan dalam Figh Siyasah yakni Siyasah Dauliyah tentang Hubungan Internasional dan
Hubungan Diplomatik Antar Negara. Yang kemudian dikembangkan melalui Konsep
Dararuratus Syar’iyyah yaitu yang membahas tentang keadaan Darurat apabila terjadi dalam

suatu hubungan diplomatik.

B. Siyasah Dauliyah

45 "RUANG LINGKUP FIQH SIYASAH - sumber pengetahuan." 25 Jun. 2013,
http://kreatif123.blogspot.com/2013/06/ruang-lingkup-figh-sivasah.html. Diakses pada 10 Mei. 2021.
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1.

Pengertian Siyasah Dauliyah

[lmu yang membahas tentang hubungan internasional dalam kajian
politik islam bisaanya dikenal dengan istilah Siyasah Dauliyah. Istilah Siyasah
Dauliyah merupakan serangkaian dari dua kata yang masing-masing
mempunyai makna sendiri.*® Makna kata Siyasah secara bahasa adalah
mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan. Sedangkan kata Siyasah
secara istilah menurut Ibnu ‘Aqil yang dikutip oleh Ibnu Qayyim Siyasah
adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan
kemaslahatan dan jauh dari kemafsadatan.*’

Adapun Kata Dauliyah secara bahasa berasal dari kata daala-yaduulu-
daulah (Negara, Kerajaan, dan Kekuasaan) yang mana memiliki ragam makna,
diantaranya hubungan antar negara, kedaulatan, dan kewenangan. Dari
berbagai makna tersebut makna kata Dauliyah yang lebih relevan dengan
mengkaji ilmu hubungan internasional dalam islam adalah hubungan antar
negara. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa Dauliyah mengandung arti
daulat.*8

Sedangkan Siyasah Dauliyah berarti sebagai kekuasaan kepala negara
untuk mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional, masalah
teritorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran,

warga negara asing, selain itu juga mengurusi kaum dzimmi, perbedaan agama,

46 "F1QIH SIYASAH DAULIYAH ~ SARJANA HUKUM ASLL." 12 Mei. 2018,
https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/05/figih-siyasah-dauliyah.html. Diakses pada 10 Mei. 2021.

47 H. A. Djazuli. 2009. FighSiya>sahimpementasiKemashalatanUmatDalamRambu-rambu Syariah. Jakarta :

KencanaHIm. 25

8|jaSutana. 2015. PolitikHubunganinternasional Islam (Siya>sahDauliyah). Bandung :Putaka Setia. Him. 15
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akad timbal balik dengan kaum dzimmi, udud dan gisash. Yang pada intinya

mengatur segala aspek terkait dengan politik hukum internasional.*

2. Dasar-dasar Siyasah Dauliyah

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam sejarah

dauliyah dan dijadikan ukuran apakah Siyasah dauliyah berjalan sesuai dengan

semangat Al-Islam atau tidak, adalah®® :

a. Kesatuan Umat Manusia

Meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, berbeda
warna kulit, berbeda Tanah Air bahkan berbeda agama, akan
tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama
makhluk Allah SWT, sama bertempat tinggal di muka bumi ini,
sama-sama mengharapkan kehidupan yang bahagia, dan damai.
Dengan demikian maka perbedaan-perbedaan di antara manusia
harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling
memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi
kekurangan masing-masing. Di dalam Al-Qur’an banyak

mengisyaratkan kesatuan manusia ini, antara lain dinyatakan :
wan Jlsn o3ty 63,52 a.:::%::z:sﬁ\ B G805 & 2l 08
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a) pind Lo S 5 s i Dl 1 5 4 1AL
(213

“Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para
nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan
diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung
kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang
perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih
hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-
bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di
antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah
memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang
kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk
kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.” (Q.S. Al-
Bagqarah : 213)°!

. Al-‘Adalah (Keadilan)

Di dalam Siyasah Dauliyah, hidup berdampingan dengan damai
baru terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik di
antara manusia maupun di antara berbagai negara, bahkan
peranpun terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan
tidak adil. Oleh karena itu, ajaran islam mewajibkan penegakan
keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan
terhadap musuh sekalipun kita diwajibkan untuk bertindak adil.
Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang keadilan salah satunya

adalah

T < Al a"ﬁ/a/ //Ea*a sl Lo (g% B A st /o.& P
S5 238 O 1SCa % Y lanll 5TAgs & S8 185387550 1 gt
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“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai
penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan
adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah.
Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah
kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang

kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Maidah : 8)>?

Al-Musawah (Persamaan)

Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk
mewujudkan keadilan adalah dengan mempersamakan manusia
dihadapan hukum kerjasama internasional yang sulit
dilaksanakan apabila tidak di dalam kesederajatan antar negara
dan antar bangsa. Demikian pula setiap manusia adalah subyek
hukum, penanggung hak dan kewajiban yang sama. Hak hidup,
hak memiliki dan kehormatan kemanusiaan harus sama-sama
dihormati dan dilindungi, satu-satunya ukuran kelebihan

manusia terhadap manusia lainnya adalah ketaqwaannya.

S0l ls Y 5 B ks shs BT5T S5 B Sl e ki 1

(124 : L) 123 0,20,

“ Dan barang siapa mengerjakan amal kebijakan, baik laki-laki
maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan
masuk ke dalam surga dan mereka tidak didzalimi sedikit
pun.”>3

52Q, S. Al-Maidah : 8
53 Q. S. An-Nisa’ : 124



d. Karomah Insaniyah (Kehormatan Manusia)

Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh
merendahkan manusia lainnya dan suatu kaum tidak boleh
menghina kaum lainnya. Kehormatan manusia ini berkembang
menjadi kehormatan terhadap suatu kaum dan komunitas dan
bisa dikembangkan menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau
negara. Kerjasama internasional tidak mungkin dikembangkan
tanpa landasan saling hormat-menghormati. Kehormatan
kemanusiaan inilah pada gilirannya menumbuhkan harga diri
yang wajar baik pada individu maupun pada komunitas, muslim
ataupun non-muslim tanpa harus jatuh kepada kesombongan
individual atau nasionalisme yang ekstrem. Banyak ayat Al-

Qur’an dan Hadist tentang hal ini salah satunya adalah

(e1l) Pt g 805
"Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam
(manusia).”>*
Tasamuh (Toleransi)
Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada
kejahatan atau member peluang kepada kejahatan. Allah
mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih
baik, penolakan dengan yang lebih baik ini akan menimbulkan
persahabatan bila dilakukan pada tempatnya setidaknya akan

menetralisir ketegangan.>’

54Q.S. Al-Isra’ : 70
%5Q., S. Fusilat : 34



f. Kerja Sama Kemanusiaan
Kerjasama kemanusiaan adalah realisasi dari dasar-dasar yang
telah dikemukakan di atas, kerjasama disini adalah kerjasama di
setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerjasama
diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antara
individu maupun antara negara di dunia ini. Sudah barang tentu
kerjasama ini dilaksanakan agar saling menguntungkan dalam
suasana baik dan untuk kebaikan bersama, bukan kerjasama
untuk saling bermusuhan dan berbuat kejahatan.>¢

g. Kebebasan, Kemerdekaan / A/-Huriyah
Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri
dari pengaruh bahwa nafsu serta mengendalikannya di bawah
bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian,
kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan
yang bertanggungjawab terhadap Allat SWT, terhadap
keselamatan, dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi ini,
kebebasan ini bisa dirinci lebih jauh seperti : Kebebasan berpikir,
kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat,
kebebasan menuntut ilmu, dan kebebasan memiliki harta.>’

h. Perilaku Moral yang Baik (A/-Akhlak al-Karimah)
Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan
antara manusia, antara umat dan antara bangsa di dunia ini,

selain itu prinsip ini pun diterapkan terhadap seluruh makhluk

6 Q. S. Al-Maidah : 2
57 A. Djazuli. 2003. Figh Siya>sah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah.Jakarta :
Kencana. Him. 129



Allah di muka bumi, termasuk flora dan fauna, alam nabati, alam
hewani; budi baik tercermin didalam kasih saying seperti

ditegaskan di dalam Hadis Nabi :

(3913521 og) slowdl 3 o 2,1 Jal g )
“Kasih  sayangilah yang dibumi, Allah SWT akan
menyayangimu.”>8

Ruang Lingkup Siyasah Dauliyah

Menurut Muhammad Iqgbal, Siyasah Dauliyah terbagi menjadi dua
bagian, bagian pertama yaitu (A/ Siyasah Alduali, Al Khasash) atau disebut
juga sebagai hukum perdata internasional yang mana mengatur tentang aspek
keperdataan tentang hubungan antar warga negara. Dan bagian kedua yaitu
(Al-Siyasah Al Duali AI-Amm) atau disebut juga hubungan internasional yang
mengatur politik kebijaksanaan Negara Islam dalam masa damai dan perang.
Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara
mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-
kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang
dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman perang, etika berperang,
tawanan perang, dan gencatan senjata.>

Hubungan internasional dalam islam didasarkan pada sumber-sumber
normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat
islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Quran dan Hadis

Rasulullah Saw.%° Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya

58 HR. Abu Daud dan At-Tarmudzi
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80 |gbal, Muhammad. 2017. Figh Siysah : Kontekstualisasi doktrin politik islam. Jakarta : Yofa Mulia Offset.
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kedalam kajian figh al-siyarwa al-jihad (hubungan internasional tentang damai
dan perang). Istilah “Siyar” untuk kajian hubungan internasional dalam islam
ini, menurut Syarifudin Pirzada, dipergunakan pertama kali oleh Imam Abu
Hanifah. Pembahasan / kajian ini selanjutnya ditulis secara sistematis oleh
muridnya bernama Muhammad al-Syaibani dalam kitab a/-Siyar al-Kabir dan
al-Siyar al-Shaghir. Selain Al-Syaibani (748-804 M), Imam Malik (716-795 M)
juga membahas hubungan internasional dalam kitabnya al-Muwaththa’. Pada
masa-masa selanjutnya kemudian banyak ulama menulis kitab-kitab yang
mengkaji hubungan internasional ini. Maka lahirlah istilah-istilah seperti al-
jihad, al-Ghanimah, dan al-Maghazi untuk pembahasan hukum internasional
ini.6!

Sedangkan sumber-sumber praktis adalah aplikasi sumber-sumber
normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara islam dalam berhubungan
dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dirujuk langsung pada kebijakan-
kebijakan politik Nabi Muhammad Saw. Terhadap negara-negara sahabat
maupun musuh, kebijakan al-Khulafa’ al-Rasyidun dan para pelanjut mereka.

Adapun pembahasan Siyasah Dauliyah terbagi menjadi beberapa ruang
lingkup pembahasan yakni : Perlakuan terhadap tawanan perang, Kewajiban
hak suatu negara terhadap negara lain, Aturan perang, Ekstradisi, Pemberian
suaka politik dan keamanan, Penentuan situasi damai/perang, dan Perjanjian
Internasional.

Dari ruang lingkup bahasan Siyasah Dauliyah salah satu yang terpenting

ialah pembahasan mengenai perjanjian internasional karena dalam menjalin

%1 1bid, him. 125



suatu hubungan internasional maka dalam hal ini segala aktivitas yang terjadi
di ruang lingkup lintas negara baik antara individu, lembaga, negara
membutuhkan suatu kepastian hukum yakni sebuah pengaturan mengenai suatu
urusan dalam aktivitas tersebut dalam hal ini suatu kepastian hukum tersebut
dapat diwujudkan dengan suatu kesepakatan internasional yang mana dalam
hal ini disebut dengan suatu perjanjian internasional.®?

Dan dalam menjalin suatu hubungan internasional suatu negara akan
terikat dengan lembaga-lembaga internasional yang tunduk dengan hukum
internasional. Dalam hukum islam suatu negara harus menaati suatu perjanjian
yang telah dibuat oleh negara lain. Siyasah Dauliyah memegang teguh pada
prinsip kedaulatan sebagai mana harus mengikuti Al-Qur’an dan As-Sunnah
sebab keutamaan dan kemaslahatan tidak akan mengurangi hak kedaulatan
sekali pun ia merupakan masyarakat muslim. Dalam mengadakan perjanjian
internasional haruslah mengutamakan kemaslahatan penduduk yang ada di
negara tersebut. Oleh karena itu, apabila perjanjian tidak sesuai dengan
kemaslahatan maka hubungan diplomasi tersebut telah mengkhianati rakyatnya
atas amanah yang telah diberikan oleh rakyatnya.®3

Akan tetapi apabila di dalam suatu hubungan internasional terdapat
suatu musibah yang mengakibatkan gugurnya suatu perjanjian internasional

maka negara tersebut bisa menggunakan suatu konsep Darurat Syar’iyyah.

C. Konsep Daruratus Syar’iyyah

1. Pengertian Daruratus Syar’iyyah

62 "BAB IIl TINJAUAN TEORITIS A. Peraturan Daerah 1. Pengertian ...." http://repository.uin-
suska.ac.id/17958/8/10.%20BAB%20lIl.pdf. Diakses pada 10 Mei 2021.

8Ibid. HIm. 17
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Dalam al-Qur’an kata-kata tentang Darurat disebutkan kurang lebih ada

50 kata yang diulang-ulang seperti s — 3 \p2 — 52 — 32 — sjlay — Sl
,yang memiliki arti membahayakan dan merugikan. Dalam kamus kata »bisa

memunculkan kata 3,9,.> , Lzs yang keduanya memiliki arti terpaksa.®

Pengertian Darurat dalam bahasa (etimologi) menurut Ali Al-Jujani,
Darurat berasal dari kata A/-Darar yang artinya sesuatu yang turun tanpa ada
yang dapat menahannya.® Sedangkan menurut Ibnu Al-Mansur makna A/-
Idhrar ialah sangat membutuhkan sesuatu seperti lafadz “Wagad idtarrahu
ilayhi amrun” yang artinya ia sangat membutuhkan sesuatu.®® Berdasarkan
definisi diatas, maka sesuai dengan pendapat para ulama ahli bahasa dapat
disimpulkan bahwa makna Darurat adalah kebutuan yang sangat atau
mendesak. Jadi Darurat menunjukkan arti kebutuhan atau kesulitan yang
berlebihan.

Secara istilah (terminologi) menurut ulama Malikiyah bahwa Darurat
adalah khawatir atas rusaknya anggota tubuh atau khawatir akan kematian,
baik secara pasti maupun dalam perkiraan.®’

Menurut ulama Syafi’i, Darurat adalah khawatir akan terjadinya
kematian atau sakit atau semakin parahnya penyakit yang menimpanya
ataupun takut terpisahnya dengan rombongan perjalanan, atau kuatir

melemahnya kemapuan berjalan atau mengendarai jika ia tidak makan, dan ia

64 Ali Ibn Muhammada Ibn Ali al-Jurjani. Al-Ta’rifat. (Beirut, Daral-Kitab al-Arabi, t.th) Him. 11

85Ali Ibon Muhammada Ibn Ali al-Jurjani. Al-Ta’rifat. (Beirut, Daral-Kitab al-Arabi, t.th) Him. 120

56Muhammad Ibn Mukrim al-Madzur. Lisan Al-Arab.Juz IV (Beirut DarSadir, t.th) Him. 482

57Ahmad al-Dardir. Al-Syarh al-Saghir ‘Ala Aqrab al-Masalik. Jilid 1. (Beirut Dar al-Kitab al-Arabi, t.th) Him. 173



tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan, maka dalam kondisi tersebut ia
harus memakan yang haram.%®

Menurut Al-Jurjani dalam At-Ta’rifat kata al-dharurah berasal dari
kata dharar (musarat) yaitu suatu yang tidak dapat dihindari.®

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Darurat
menurut istilah adalah suatu kondisi terdesak yang dapat mengancam
keselamatan nyawa, sehingga dalam kondisi tersebut mendorong seseorang
terpaksa untuk melanggar kaidah-kaidah umum dalam meninggalkan yang
haram atau melaksanakan kewajiban, demi melindungi keselamatan jiwa.

Secara bahasa (etimologi) Syar’iyyah berasal dari kata Syara’a yang
berarti sesuatu yang bersifat Syar’7 atau bisa diartikan sebagai peraturan atau
politik yang bersifat Syar’i. Secara istilah (terminologi) menurut Ibnu Akil
adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan
kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.”

Jadi pengertian dari konsep Darurat Syar’iyyah adalah sebuah konsep
yang dimana ada suatu kondisi yang mendesak seseorang untuk melanggar
kaidah-kaidah islam agar terhindar dari kerusakan atau kemaslahatan orang
banyak.

Dasar Hukum Konsep Daruratus Syar’iyyah
Adapun dalam kondisi Darurat telah termaktub dalam Al-Qur’an adalah

menjelaskan tentang mahmasah (kelaparan yang parah), yaitu terdapat dalam

%8Muhammad Ibn Ahmad Al-Khatib al-Syarbini. Mugni al-Muhtaj, Juz IV. (Beirut Dar al-Kitab al-Arabi, t.th) Him.
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5%Wahbahzuhaily, Nazhariyah al-Dlarurah al-Syar’iyyahDiterjemahkan Said Agil Husain Al-Munawar.1997.
KonsepDaru>ratdalam Hukum Islam :Studi Banding dengan Hukum Positif. Jakarta : Gaya Media Pratama. Him.
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satu ayat dari surat Al-Maidah beserta ayat-ayat lainnya. Dari ayat tersebut
pula dapat dipahami bahwa adanya pembolehan bagi segala yang diharamkan

ketika dalam keadaan Darurat makanan. Firman-Nya :
foasitly S35bially Aks ity o 0 i ool Gy i g e 1K Bt
S0 Y L iptdins O Cladl B sd g a8 uY) aad 8T g s s
0 o5 EdasT 23 0325 fR3EE Y6 S8 1 1T A g 230 G5

z

?. e 8 Lo w9 g} °, P fo - ° }}/ A0 e s gu-On 5}0// A a/g/‘,

R
\
k%Q

\
&
C-a
\) G-\

‘Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan)
yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik yang terpukul, yang
jatuh, yang bertanduk, dan ditekam binatang buas, kecuali yang sempet kamu
menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala dan
diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan
anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa
untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka
dan takutlah kepada-ku. Pada hari ini telahku sempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telahku cukupkan kepada munikmatku, dan telahku ridhai islam
itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa
sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (Q.S. Al-Maidah : 3)"!

Kondisi Darurat juga termaktub dalam kaidah-kaidah fikih yang dapat
digunakan untuk mempelajari dan mengembangkan kondisi Darurat, antara

lain:

1 Q.s. Al-Maidah ayat 3



“Menghindari bahaya harus lebih di utamakan dari meraih manfaat™’?

Dalam kaidah ini, pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik dan
perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Kalau dalam suatu masalah
terdapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain
menimbulkan bahasa, maka yang harus di dahulukan adalah prinsip
menghindari bahaya. Dalam hal ini, Ketiadaan Pemberangkatan Ibadah Haji
adalah sebuah keputusan yang benar ketika ada masalah Pandemi Covid-19 saat
ini. Karena penyebaran dari virus ini sudah meluas hamper keseluruh dunia
termasuk Arab Saudi yang mana sebagai penyelenggara Ibadah Haji. Dan virus
ini sampai saat ini belum menemukan obat yang tepat dalam mengurangi
penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu, mudaratnya lebih besar dari pada manfaat
yang kita peroleh. Hampir sejalan dengan prinsip atau kaidah ini adalah kaidah

yang berbunyi :

dold) dsl ol e Bedde dalal) il

“Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas
kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu)”’?

Berdasarkan kaidah ini, untuk melindungi kemaslahatan masyarakat yang
lebih luas, pemerintah harus bersikap tegas dalam mengambil keputusan.
Karena sebuah keputusan yang menimbangkan keadilan sangat dibutuhkan oleh

masyarakat.

72 "KAIDAH-KAIDAH USHUL FIQH ~ Ilmu Hukum Indonesia." 17 Mar. 2020,
https://ilmuhukumidn.blogspot.com/2020/03/kaidah-kaidah-ushul-figh-lengkap.html. Diakses pada 16 Mei.

2021.

73 "Fikih Maqgashid Syariah Kebijakan Publik Umar bin Khattab ...." 12 Apr. 2019,
https://tanyajawabfikih.com/fikih-magqashid-syariah-kebijakan-publik-umar-bin-khattab/. Diakses pada 16

Mei. 2021.
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Demikianlah kaidah figh yang dapat dijadikan sebagai metode
pendekatan dalam mengembangkan konsep Daruratus Syar’iyyah. Pola pikir
dan tindakan yang mengikuti metode-metode demikian sangat membantu para
pemegang kekuasaan politik dalam menentukan keputusan dan kebijaksanaan

hukum bagi rakyatnya.



BAB III

DESKRIPSI TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG TERTUANG DALAM
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 494 TENTANG PEMBATALAN IBADAH

HAJI PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. KronologisPeniadaanPemberangkatan Ibadah Haji

Ibadah Haji adalah merupakan ziarah islam tahunan ke mekkah dan madinah
dan merupakan suatu kewajiban bagi umat islam yang harus dilaksanakan setidaknya
sekali seumur hidup mereka oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan
financial mampu melakukan perjalanan, dan dapat mendukung keluarga mereka selama
ketidakhadiran mereka. Ini adalah salah satu dari lima rukun islam, di samping
Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa, dan Haji. Haji adalah pertemuan tahunan terbesar
orang-orang di dunia. Keadaan yang secara fisik dan financial mampu melakukan
ibadah haji disebut dengan istitha’ah, dan seorang muslim yang memenuhi syarat ini
disebut dengan mustati’. Haji adalah demonstrasi solidaritas orang-orang muslim dan
sebuah ketundukan mereka kepada Allah SWT.”*

Pemberangkatan Ibadah Haji yang bisaa dilakukan setiap bulan dzulhijjah
dalam kalender umat islam. Tepatnya terjadi dari tanggal 8 sampai 13 di bulan
dzulhijjah, bulan terakhir dalam kalender islam. Dalam kalender islam, bulan dan tahun
islam berbeda sebelas hari lebih sedikit disbanding dengan tahun Gregorian. Tanggal
ibadah haji menurut kalender Gregorian berubah dari tahun ke tahun. Para Jemaah haji
pun menghitung penanggalan musim haji sebelas atau sepuluh hari lebih awal dari

tanggal haji dari satu tahun sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan musim haji bisa

74 Hooker, M.B. 2008. Islam : its History, defining a National School of Islamic Law. Institute of Southeast Asian
Studies. HIm. 228. ISBN 9789812308023.
Diaksesmelaluihttps://id.m.wikipedia.org/wiki/Haji#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20waktu%20terten
tu,Mina%2C%20dan%20lain-lain. Pada tanggal 23 Februari 2021
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jatuh dua kali dalam satu tahun kalender Gregorian, dan bisa terjadi setiap 33 tahun
sekali. Fenomena langka tersebut pernah terjadi pada tahun 2006.7°

Akan tetapi pemberangkatan Ibadah Haji tidak dilaksanakan setiap tahunnya.
Menurut The Saudi King Abdul Aziz Foundation for Research mengeluarkan sebuah
data yang mana dalam sejarahnya pemberangkatan ibadah haji pernah ditiadakan
hampir 40 kali.”® Hal ini dilakukan karena adanya suatu peperangan, pemberontakan,
dan wabah penyakit. Berikut adalah beberapa daftar peperangan, pemberontakan dan
wabah penyakit yang pernah menganggu pelaksanaan ibadah haji :

1. Tahun 865 SM, pernah terjadi adanya Pembantaian di Bukit Arafah. Pada tahun
tersebut Ismail bin Yusuf yang dikenal dengan al-Safak berkonflik dengan ke
khalifahan Abbasiyah di Baghdad. Ia dan pasukannya melakukan penyerangan
di Bukit Arafah. Mereka membatai semua para peziarah di bukit itu. Oleh
karena itu, pelaksanaan ibadah haji terpaksa dibatalkan pada tahun tersebut.”’

2. Tahun 930 SM, Serangan kelompok Qarmatian. Pada tahun tersebut, Abu
Taher al-Janabi yaitu sebagai kepala sekte heterodoks Qarmati yang berbasis
di Bahrain melakukan serangan ke Mekkah. Mereka membunuh sekitar 30.000
Jemaah haji di kota suci itu, kemudian membuang mayatnya ke sumur zam-
zam. Mereka juga menjarah Masjidil Haram dan mencuri Hajar Aswad dari
Ka’bah dan membawanya ke Bahrain. Setelah peristiwa ini, ibadah haji

ditangguhkan selama 10 tahun sampai Hajar Aswad di kembalikan ke

75 Principal Islamic Days of Observance according to Umm al-Qura Calendar. The umm al-Qura Calendar of
Saudi Arabia. 2014.
Diaksesmelaluihttps://id.m.wikipedia.org/wiki/Haji#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20waktu%20terten
tu,Mina%2C%20dan%20lain-lain. Pada tanggal 23 Februari 2021

76 Muhammad Ahsan Ridhoi.Sejarah Ibadah haji Ditiadakan Karena Wabah. Di
aksesdariwww.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/muhammadridhoi/berita/5e9a41f725921/sejarah-
ibadah-haji-ditiadakan-kaena-wabah Pada tanggal 23 Februari 2021

77 Maulana, Riezky. Ibadah haji 2020 Batal, ini 6 PeristiwaPeniadaanRukun Islam
Kelima.Diaksesmelaluihttps://www.googlw.com/amp/s/jateng.inews.id/amp/berita/ibadah-haji-2020-batal-ini-
6-peristiwa-peniadaan-rukun-islam-kelima pada tanggal 23 Februari 2021
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tempatnya semula. Kelompok Qarmati adalah sebuah sekte Syiah Islamiliyah
yang mempercayai masyarakat egaliter serta menganggap ibadah haji sebagai
ritual pangan atau jahiliyah.”®

Tahun 983 SM, ke khalifahan Abbasiyah dan Fatimiyah. Masalah politik juga
pernah menyebabkan ibadah haji terganggu. Pada tahun ini terjadi perselisihan
politik antara penguasa dua ke khalifahan yakni Abbasiyah di Irak dan Suriah
serta Fatimiyah di Mesir. Konflik politik tersebut menghalangi umat islam
untuk beribadah haji ke Mekkah. Dan hamper selama 8 tahun ibadah haji

ditiadakan, dan baru diselenggarakan lagi pada tahun 991 SM.”

. WabahThaun, wabah ini terjadi pada tahun 1814 M. Wabah ini melanda Arab

Saudi termasuk Mekkah dan Madinah. Tidak diketahui dengan pasti nama
wabah ini. Namun kerajaan Arab Saudi mencatatnya sebagai wabah thaun.
Sebenarnya arti kata thaun ini adalah wabah dalam bahasa arab dan mulai
dikenal setelah menimpa tanah hijaz pada masa ke khalifahan Umar bin
Khattab dengan skala kecil. Akibat wabah ini, 8000 orang tercatat meninggal

dunia dan Ka’bah harus ditutup untuk sementara waktu.°

. Wabah India, wabah ini terjadi pada tahun 1931. Penamaan wababh ini dipercaya

datang dari India. Besar kemungkinan adalah penyakit kolera, karena pada
tahun itu tengah berlangsung gelombang ketiga kolera yang bermula dari India.

Wabah ini terjadi ditengah pelaksanaan ibadah haji. Walhasil kurang lebih tiga

78 |bid
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8 Muhammad Ahsan Ridhoi.Sejarah Ibadah haji Ditiadakan Karena Wabah. Di
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ibadah-haji-ditiadakan-kaena-wabah Pada tanggal 23 Februari 2021
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perempat Jemaah meninggal dunia dan pelaksanaan ibadah haji akhirnya

disudahai ditengah jalan sebelum masanya habis.?!

. Wabah 1837. Belum tau pasti wabah apa yang melanda Arab Saudi pada tahun

ini dan tidak ada jumlah yang pasti korbannya. Namun akibat wabah ini

pelaksanaan ibadah haji harus ditiadakan sampai tiga tahun sesudahnya.®?

. Wabah Kolera 1846 — 1892. Kolera yang oleh WHO akhirnya ditetapkan

sebagai epidemi yang tercatat menghatam Arab Saudi dalam rentang waktu
1846 — 1892. Akibatnya ibadah haji pada 1850, 1865, dan 1883 harus
ditiadakan. Pada 1858 wabah ini menyebabkan banyak penduduk Arab Saudi
mengunsi ke Mesir dan membangun karantina kesehatan di daerah Bir Anbar.
Selama rentang waktu itu ibadah haji pernah dilakukkan pada tahun 1864 dan
hasilnya hampir 1000 Jemaah meninggal per harinya. Akhirnya dalam keadaan
ini, Mesir mengirim dokter dalam jumlah besar ke Arab Saudi untuk

menyelamatkan nyawa warganya.$?

. Wabah meningitis, wabah ini terjadi pada tahun 1987. Saat itu wabah

meningitis melanda Arab Saudi menjelang pelaksanaan Ibadah Haji. Cepatnya
penyebaran penyakit ini membuat 10 ribu calon Jemaah haji yang telah tiba

terinfeksi.®*

. Wabah Ebola pada tahun 2014-2016, Pemerintah Arab Saudi untuk sementara

waktu berhenti mengeluarkan visa umrah dan haji untuk warga Guinea, Liberia,

dan Sierra Leone. Ketiga negara Afrika tersebut terkena dampak paling buruk
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dari wabah Ebola yang menyebabkan 11.000 kematian sebelum akhirnya wabah
tersebut resmi berakhir pada tahun 2016.%°

10. Tahun 2020, pada tahun ini terjadi sebuah wabah penyakit yang mengakibatkan
pelaksanaan ibadah haji terpaksa ditiadakan. Yaitu terdapat Virus Corona
Disaese 2019 atau bisaa disingkat dengan Covid-19. Wabah ini awalnya dari
Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu kini sudah menjangkiti di seluruh
dunia. Virus ini telah mengakibatkan 2,48 juta orang di seluruh dunia

meninggal dunia dengan total kasus positif terinfeksi 112 juta orang.3¢

Dari wabah yang terjadi saat ini yaitu wabah penyakit Covid-19, ibadah haji
pada tahun 2020 terpaksa ditiadakan. Hal ini dilakukan karenauntuk menghindari
bertambahnya korban jiwa. Kendati demikian, pemerintah Arab Saudi
tetapmenyelenggarakan Pelaksanaan Ibadah Haji dengan jumlah Jemaah yang
mengikuti sangat terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sesuai dengan
standar oleh WHO. Dan untuk penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2020 hanya
diperuntuhkan bagi warga sekitar Arab Saudi dan Ekspatrait Arab. Dari kebijakan
tersebut, negara-negara yang mayoritas penduduknya umat islam tidak di perkenankan

untuk melaksanakan Ibadah Haji Tahun 2020.

Adapun lembaga pemerintah yang berkewajiban untuk menangani
penyelenggaraan ibadah haji yaitu kementerian agama, kementerian kesehatan,

kementerian hukum dan ham, kementerian luar negeri, kementerian komunikasi dan

85prihastomo Wahyu Widodo. Bukan yang pertama, pembatasan ibadah haji juga pernahterjadisebelumnya. di
aksesdarihttps://inernasional.kontan.co.id/news/bukan-yang-pertama-pembatasan-ibadah-haji-juga-pernah-
terjadi-sebelumnya?page=all pada tanggal 23 Februari 2021
88https://news.google.com/covid19/map?hl=id&mid=/m/02j71&gl=ID&ceid=ID:iddiakses pada tanggal 23
Februari 2021
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informasi, kementerian pariwisata, kementerian pertahanan, kementerian

perhubungan, dan kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Arab Saudi.®’

Menurut Kepala Pusat Kesehatan Haji (Kapuskes Haji) Kementerian
Kesehatan, Eka Jusup Singka, menilai keputusan pemerintah untuk tidak
memberangkatkan jamaah haji tahun ini sudah sejalan dengan skenario kesehatan di
tengah pandemi Covid-19. Kebijakan itu diambil sebagai upaya pemerintah untuk
melindungi warga negaranya dari Covid-19 yang telah menjadi wabah global.®
Sedangkan menurut Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal
Imigrasi layanan penyelenggaraan haji dan umroh merupakan salah satu bentuk
sinergitas antara Kemenkumham dengan Kemenag. Kemenkumham menyediakan
layanan paspor untuk keberangkatan haji dan umroh yang teknisnya diatur oleh
Kemenag. Dengan adanya berita pembatalan haji tahun 2020 ini, menilai keputusan ini

sangatlah tepat karena mempentingkan kemaslahatan masyarakat.®

Dan kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Arab Saudi, Agus Maftuh
Abegebriel, menilai keputusan yang di ambil oleh Kementerian Agama mengenai
pembatalan ibadah haji 2020 sudah sejalan dengan peraturan yang dibuat oleh

pemerintah Arab Saudi yang membatasi jumlah Jemaah haji hanya 1.000 jemaah dan

87 “kementerian yang menangani ibadah haji — kementerian agama..... “ 8 Feb 2019,
https://news.detik.com/berita/d-4419058/9-kementerian-lembaga-teken-mou-pengawasan-penyelenggaraan-
umrah. diakses pada 18 Mei 2021

88 “kemenkes soal pembatalan berangkat ibadah haji : sudah tepat...” 2 Juni 2020,
https://puskeshaji.kemkes.go.id/berita/2020/6/2/kemenkes-soal-pembatalan-berangkat-haji-sudah-tepat.
Dikses pada 18 Mei 2021

89 "Haji dan protokol kesehatan ketat untuk jemaah: Hanya bagi ... - BBC." 2 Jun. 2020,
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52887272. Diakses pada 20 Mei 2021.
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hanya diperuntuhkan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar Arab Saudi dan

Ekspatrait Arab.”

Lembaga pemerintah yang berkewajiban untuk menangani penyelenggaraan
ibadah haji memikirkan keselamatan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa
pndapat diatas yang menyetujui dari dikeluarkannya keputusan tentang pembatalan

ibadah haji pada penyelenggaraan haji tahun 1441 H /2020 M.

. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada

Masa Pandemi Covid-19

Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan bagi setiap
umat islam. Namun kewajiban ini tidak berlaku bagi seluruh umat muslim karena ada
syarat yang mengikat, yaitu istitho’ah®' Syarat mampu (istitho’ah) disini adalah
mampu secara batin, zhohir, juga kesehatan. Mampu secara batin disini adalah niat dan
keinginan, sedangkan mampu secara zhohir adalah mampu secara mampusecara materi,
dan mampu secara kesehatan adalah agar jemaah haji memiliki stamina yang kuat
dalam menjalankan ibadahnya serta memahami pengetahuan manasik haji dengan
sebaik-baiknya sehingga ibadahnya bisa diterima disisi Allah SWT. Dan negara
memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan rakyatnya, dimana keamanan jemaah

haji dari keberangkatan sampai kepulangan dijamin keamanannya oleh negara sesuai

%0 "Arab Saudi Larang Haji Jamaah Luar Negeri? Ini Kata Dubes RI."
https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20210507172533-33-244201/arab-saudi-larang-haji-jamaah-luar-

negeri-ini-kata-dubes-ri. Diakses pada 20 Mei. 2021.
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dengan peraturan dan perundang-undangan, sehingga jemaah haji bisa beribadah
dengan baik dan aman dalam perjalanan.®?

Akan tetapi keamanan rakyat pada tahun 2020 terancam oleh adanya pandemi
Covid-19 yang mengharuskan kita untuk tetap dirumah dan tidak melakukan
perjalanan. Karena pandemi ini kewajiban untuk melakukan ibadah haji dengan
terpaksa ditiadakan oleh negara-negara diseluruh dunia.

Pemerintah Arab Saudi pun menghimbau umat muslim di seluruh dunia untuk
tidak melaksanakan ibadah haji di tahun 2020 ini sehubungan dengan semakin
meluasnya virus Covid-19. Walaupun membuat kebijakan seperti itu akan tetapi
kerajaan Arab Saudi tidak meniadakan pelaksanaan ibadah haji hanya saja membatasi
jumlah jemaah haji di tahun ini dengan tidak lebih dari 1.000 orang.”® Dari 1.000
jemaah yang diperbolehkan berhaji hanya untuk mereka yang tinggal di Arab Saudi
dan Ekspatrait Arab. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan hanya
untuk jemaah di bawah usia 65 tahun.

Dari kebijakan tersebut banyak negara-negara yang mayoritas umat islam
warga negaranya terpaksa membatalkan penyelenggaraan ibadah haji. Untuk calon
jemaah haji yang sedianya akan diberangkatkan pada Ibadah Haji tahun 2020 dengan
terpaksa di undur di tahun berikutnya yaitu di tahun 2021.%4

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas

umat islam. Indonesia juga merupakan pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Hal ini
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terbukti dengan hampir 200.000 lebih jemaah setiap tahunnya yang di berangkatkan
haji.

Akan tetapi pada tahun 2020, Indonesia meniadakan pemberangkatan ibadah
haji dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Sedianya Indonesia akan mengirim
220.000 jemaah haji akan tetapi dengan terpaksa harus ditunda.”® Kebijakan
Pemerintah Indonesia diambil sebelum adanya kejelasan dari Pemerintah Arab Saudi
terkait pelaksanaan ibadah haji 2020.

Pada tanggal 2 Juni 2020, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama,
Fachrul Razi, mengumumkan bahwa pemerintah membatalkan pemberangkatan
jemaah calon haji 2020. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan
pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di berbagai negara di dunia, termasuk
Indonesia dengan Arab Saudi.”’

Berdasarkan syariat islam mempuyai prinsip tujuan yang bisaa dikenal dengan
magqosid syari’ah. Itu ada 5 antara lain, (1) perlindungan jiwa, (2) perlindungan agama,
(3) perlindungan akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Lima maqosid syari’ah yang harus
dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan
oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat.’® Penyelenggaraan

Ibadah Haji tahun 1441 H /2020 M pada masa pandemi Covid-19 yang melanda hampir
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diseluruh dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi sudah dipastikan akan mengancam
kesehatan, keselamatan, dan keamaanan Jemaah Haji Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah telah menjadikan perlindungan jiwa sebagai salah
satu dasar pertimbangan utama dalam menetapkan Penyelenggaraan Ibadah Haji
Tahun 1441 H / 2020 M. Dengan demikian, pemerintah Indonesia menetapkan
pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun
1441 H /2020 M melalui Keputusan Menteri Agama.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengeluarkan surat
keputusan mengenai pembatalan Jemaah haji untuk berangkat ibadah haji yang
tercantum pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 Tentang
Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun

1441 H/ 2020 M.

. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan

Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2020
M

Ibadah haji wajib ditunaikan bagi umat islam yang mampu secara ekonomi dan
fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji selama
berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi. Kesehatan,
keselamatan, dan keamaan jemaah haji pada ibadah haji 2020 terancam oleh adanya
pandemi Corona Virus Disease 2019 atau bisa disingkat dengan Covid-19 yang
melanda hampir diseluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.”®

Dalam ajaran islam, menjaga agama (hifzhad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal(

hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh an-nasal), dan harta (hifzh al-maal) merupakan lima

9 KMA No. 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441 H/2020

M



Magqosit Syari’ah yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam
penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi
masyarakat.!%

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M pada masa pandemi Covid-
19 yang melanda dipastikan dapat mengancam kesehatan, keselamatan, dan keamanan
jemaah haji Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah telah menjadikan menjaga jiwa
(hifzh  an-nafsh) sebagai dasar pertimbangan utama dalam menetapkan
penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H /2020 M.

Dengan demikian, mengingat bahwa keselamatan jiwa merupakan salah satu
aspek yang wajib dalam ajaran islam dan guna mencegah terjadinya kemudharatan
yang lebih besar bagi jemaah haji dan petugas penyelenggara ibadah haji pada
khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya, Pemerintah menetapkan
Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun
1441 H /2020 M melalui Keputusan Menteri Agama.

Pembatalan tersebut berdampak pada aspek pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H / 2020 M, sehingga
perlu ditetapkan kebijakan baru. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi silang
pendapat, memberikan kepastian hukum bagi jemaah haji dan petugas haji, dan
menjadi panduan bagi pihak-pihak terkait sampai penyelenggaraaan ibadah haji tahun
1441 H /2020 M.

Adapun dalam pertimbangan hukumnya Keputusan Menteri Agama (KMA)

Nomor 494 Tahun 2020 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji
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Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H /2020 M'%! ini berlandasan hukum

pada beberapa Undang-undang, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Peraturan

Menteri Agama. Yang mana sebagai berikut.

1.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana
Nasional;

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1495).
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Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 Tahun 2020

Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah

Haji Tahun 1441 H /2020 M ini berisikan tentang sebagai berikut.

Kesatu, Menetapkan tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H /2020 M bagi seluruh Warga Negara

Indonesia yang menggunakan :

a. Kuota haji pemerintah; dan

b. Visa haji mujamalah.

Kedua, menetapkan bahwa ketentuan sebagai akibat Pembatalan

Keberangkatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu,

diantaranya :

a. Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi Biaya

C.

Perjalanan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M menjadi Jemaah Haji pada
Penyenyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H /2021 M;

Setoran pelunasan Bipih pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H /
2020 M akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola
Keuangan Haji (BPKH);

Nilai manfaat hasil pengelolaan setoran pelunasan Bipih sebagaimana
dimaksud dalam huruf'b diberikan penuh oleh BPKH kepada Jemaah Haji pada
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M, paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sebelum pemberagkatan kelompok terbang (kloter) pertama
pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H 2021 M;

Setoran pelunasan Bipih sebagaimana dimaksud dalamhuruf b dapat diminta

kembali oleh Jemaah Haji;



e. Petugas Haji Daerah pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020
M dinyatakan batal, Bipih dikembalikan, dan Gubernur dapat mengusulkan
kembali nama Petugas Haji Daerah pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun
1442 H/ 2021 M;

f. Pembimbing dari unsure Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah
(KBIHU) pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M
dinyatakan batal, Bipih dikembalikan, dan KBIHU dapat mengusulkan nama
Pembimbing pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M; dan

g. Semua paspor Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah, dan Pembimbing dari unsur
KBIHU pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M

dikembalikan kepada pemilik masing — masing.

Ketiga, ketentuan lain dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan ketentuan
sebagimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkanyaitu pada

tanggal 2 Juni 2020.

Akibat dari Keputusan ini adalah maka Ibadah Haji di Indonesia di tunda
sampai tahun berikutnya yaitu pada tahun 1442 H /2021 M. Akan tetapi ketentuan ini

bisa berubah seiring dengan perkembangan dari wabah pandemi Covid-19 ini.



BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG

TERTUANG DALAM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 494 TAHUN

2020 TENTANG PEMBATALAN IBADAH HAJI PADA MASA PANDEMI COVID-

19

A. Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494

Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19

Orang — orang Arab pada zaman jahiliyah telah mengenal yang namanya ibadah
haji. Ibadah haji mereka warisi dari nenek moyang terdahulu dengan melakukan
perubahan disana — sini. Akan tetapi, bentuk umum pelaksanaannya masih tetap ada
seperti tawaf, sa’i, wukuf, dan melontar jumrah. Hanya saja pelaksanaannya banyak
yang tidak sesuai lagi dengan syariat yang sebenarnya. Untuk itu islam datang untuk
memperbaiki segi — segi yang salah dan tetap menjalankan apa — apa yang telah sesuai
dengan petunjuk syara’. Ibadah haji merupakan syariat yang ditetapkan oleh Allah
SWT kepada Nabi Ibrahim A.S.!%? Ibadah haji merupakan rukun islam kelima setelah
syahadat, sholat, dan puasa, menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi orang islam
yang mampu baik secara fisik dan materi.!??

Ibadah Haji adalah menuju ke Baitullah dan tempat — tempat tertentu (Ka’bah,

Arafah, Muzdalifah, dan Mina) untuk melaksanakan amalan — amalan ibadah tertentu
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(ihram, thawaf, sa’i, wukuf di Arafah, mabit di Muszdalifah dan Mina, melontar

jumroh dan tahalul).'%*

Pada hakikatnya Ibadah haji merupakan kegiatan suci yang diwajibkan oleh
Allah SWT kepada seluruh umat islam yang telah mampu. Baik mampu secara fisik
maupun mampu secara materiil. Disebut dengan kegiatan suci karena seluruh
rangkaian bernilai ibadah. Haji disebut sebagai puncak yang melambangkan ketaatan
serta penyerahan diri kepada Allah SWT baik secara fisik, material, maupun
spiritual.!®® Ibadah haji diwajibkan atas setiap umat islam yang mampu dan dilakukan
satu kali dalam seumur hidup. Bagi mereka yang mengerjakan lebih dari satu maka
hukumnya adalah sunnah.

Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan bagi setiap
umat islam. Namun kewajiban ini tidak berlaku bagi seluruh umat muslim karena ada
syarat yang mengikat, yaitu istitho ‘ah. Syarat mampu (istitho ’ah) disini adalah mampu
secara batin, zhohir, juga kesehatan. Mampu secara batin disini adalah niat dan
keinginan, sedangkan mampu secara zhohir adalah mampu secara mampu secara
materi, dan mampu secara kesehatan adalah agar Jemaah haji memiliki stamina yang
kuat dalam menjalankan ibadahnya serta memahami pengetahuan manasik haji dengan
sebaik-baiknya sehingga ibadahnya bisa diterima disisi Allah SWT.!% Dan negara
memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan rakyatnya,

dimana keamanan Jemaah haji dari keberangkatan sampai kepulangan dijamin
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Mei 2021.
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keamanannya oleh negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, sehingga
Jemaah haji bisa beribadah dengan baik dan aman dalam perjalanan.

Akan tetapi jaminan kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji pada
saat ini terancam oleh Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda
hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.'®’

Penyebaran virus ini sangatlah cepat, terbukti hanya dalam waktu itungan bulan
virus ini telah menyebar hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.
Hal ini yang membuat negara — negara melakukan aturan /ockdown dalam rangka
mencegah penyebaran Covid-19.

Di Indonesia sendiri juga memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (Psbb) Dan Social Distancing (Jaga Jarak) yang di lakukan untuk memutus
rantai penyebaran virus Covid-19. Dengan aturan /ockdown ini maka banyak negara
yang menutup akses masuk ke negara tersebut hal tersebut dilakukan untuk mencegah
penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

Aturan ini juga diterapkan oleh Arab Saudi, Pemerintah Arab Saudi melockdown
Negaranya sekitar akhir bulan Februari. Akibat dari aturan tersebut pemerintah Arab
Saudi memutuskan untuk menghentikan penerbangan internasional, menutup tempat-
tempat umum dan menangguhkan sementara kegiatan umrah yang bisaanya
berlangsung sepanjang tahun. WHO memprediksi bahwa virus Covid-19 hanya akan
sampai 3 bulan ke depan. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu Pandemi
Covid-19 tidak ada penurunan kasus, malah menambah setiap waktunya. Yang mana

berakibat pada pelaksanaan ibadah haji terancam dibatalkan. Dan Pemerintah Arab
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Saudi juga meminta umat muslim untuk menunda rencana beribadah haji hingga ada

kejelasan mengenai akhir dari pandemi ini.

Pemerintah Arab Saudi mengumumkan pada tanggal 14 Juni 2020 bahwa tetap
mengadakan pelaksanaan ibadah haji. Akan tetapi dengan membatasi jumlah Jemaah
haji yaitu sekitar 1.000 jemaah dan hanya diperuntuhkan bagi jemaah yang tinggal
disekitar Arab Saudi dan Ekspatrait Arab. Dan tetap menjalankan standar protokol
kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO. Sebelum pemerintah Arab Saudi
mengumumbkan kejelasan tentang pelaksanaan ibadah haji banyak negara-negara yang
mayoritas umat islam membatalkan untuk memberangkatkan warganya beribadah haji.

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas umat islam
dan Indonesia juga merupakan pengirim Jemaah Haji terbesar di dunia. Akan tetapi
pada pelaksanaan ibadah haji tahun 1441 H / 2020 M terpaksa dibatalkan. Hal ini
diumumkan secara langsung oleh Menteri Agama yang mana keputusan tersebut
tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang
Pembatalan Ibadah Haji pada Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1441 H /2020 M.

Keputusan tersebut diambil karena alasan kesehatan, keselamatan, dan
keamanan Jemaah haji pada tahun 2020 ini terancam oleh kehadiran pandemi Covid-
19 yang menyebar hampir diseluruh dunia termasuk Arab Saudi dan Indonesia.
Keputusan ini diambil sebelum pemerintah Arab Saudi mengumumkan tentang
kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun 1441 H /2020 M. Dan keputusan ini diambil
melalui pertimbangan, kajian yang matang, kehati-hatian dan untuk kemaslahatan

umat dari pandemi Covid-19.



Adapun dasar hukum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020

Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1441 H /2020

M sebagai berikut.!%8

1.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana
Nasional;

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1495).

Dan adapun penyebab pembatalan ini ada dua, yaitu pembatalan oleh pemerintah

karena wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia. Dan yang kedua

pemerintah Arab Saudi tidak memperkenankan untuk masuk wilayah Arab Saudi untuk
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mencegah penyebaran virus Covid-19. Terkait hal tersebut maka muncullah KMA
Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Jemaah Haji baik dari Jemaah regular

maupun Jemaah khusus.

B. Analisis Figh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam
Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji
Pada Masa Pandemi Covid-19

Figh Siyasah adalah Suatu ilmu tata negara islam yang secara spesifik
membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia yang pada
umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan
kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran islam, guna
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai
kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan
bernegara.!® Adapun ruang lingkup dari Figh Siyasah yang digunakan penulis dalam
hal ini jika dikaitkan dengan Kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Keputusan
Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa
Pandemi Covid-19 maka pembahasannya mengenai hal tersebut masuk ke dalam
Siyasah Dauliyah dengan konsep Daruratus Syar’iyyah.

Kegiatan ibadah haji merupakan suatu hubungan internasional dalam islam yang
hal ini merupakan ruang lingkup bahasan yang terdapat dalam Siyasah Dauliyah.
Siyasah Dauliyah berkaitan erat dengan hubungan antara satu negara dengan negara

lain.!!® Hubungan internasional merupakan kebutuhan pada setiap Negara dalam

109 Nurhayati, agustina. "Summary of Figh Siyasah | - Elearning | UIN Raden Intan Lampung."
https://elearning.radenintan.ac.id/course/info.php?id=274. Diakses pada 10 Mei 2021
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membina dan mempererat silaturahmi dalam suatu hubungan negara satu dengan
negara yang lain berdasarkan perdamaian.

Hubungan internasional juga dilakukan jika terjadi peperangan yang berupa
untuk menghentikan perang dan mewujudkan perdamaian. Untuk mewujudkan
hubungan internasional yang baik maka antara negara satu dengan negara lain
bisaanya membuat suatu perjanjian. Yang mana perjanjian ini bisa dikenal dengan
perjanjian internasional. Perjanjian internasional dalam Siyasah Dauliyah merupakan
suatu perbuatan kesepakatan yang dibuat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu
yang dapat menimbulkan kewajiban dan harus ditaati oleh para pihak yang
membuatnya.'!! Perjanjian internasional dalam islam, telah diatur dalam firman Allah

yaitu terdapat pada Surat Al-Anfal ayat 58, yang berbunyi!!? :

“ Dan jika engkau (Muhammad) khawatirakan (terjadinya) pengkhianatan dari
suatu golongan, maka kembalilah pada perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang
jujur. Sungguh Allah, tidak menyukai orang yang berkhianat.” Q.S. Al-Anfal : 58.

Suatu perjanjian internasional dalam Siyasah Dauliyah dapat berlaku jika dibuat
oleh lembaga atau orang yang berwenang dalam urusan tersebut. Dalam konsep
Siyasah Dauliyah untuk suatu perjanjian yang mewakili bangsa atau negara dalam hal

ini yang memiliki kewenangan adalah kepala negara.

Perjanjian internasional tidak selalu berlaku dalam menjalin suatu hubungan
internasional. Hal ini dikarenakan kondisi di setiap negara berbeda-beda, terkadang

karena faktor yang tidak disengaja perjanjian internasional tersebut bisa dibatalkan

111 "BAB Il TINJAUAN TEORITIS A. Peraturan Daerah 1. Pengertian ...." http://repository.uin-
suska.ac.id/17958/8/10.%20BAB%20llIl.pdf. Diakses pada 10 Mei 2021.
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oleh salah satu negara atau kedua belah pihak. Hal itu dilakukan untuk menjaga
kemaslahatan dari warga negaranya dan untuk melindungi negaranya. Negara yang
mengambil keputusan tersebut berarti mengutamakan kemaslahatan warga negara

sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan.

Dalam negara islam mengenal yang namanya konsep Daruratus Syar’iyyah.
Daruratus Syar’iyyah terdiri dari dua kata yang memiliki makna yang berbeda.
Pengertian dari konsep Darurat Syar’iyyah adalah sebuah konsep yang dimana ada
suatu kondisi yang mendesak seseorang untuk melanggar kaidah-kaidah islam agar
terhindar dari kerusakan atau kemaslahatan orang banyak.'!’> Berdasarkan definisi
tersebut, maka dapat diketahui bahwa Darurat Syar’iyyah memiliki cangkupan yang
luas dan menjangkau semua jenis kemadharatan, seperti sakit, safar (perjalanan), lupa,
memanfaatkan harta orang lain, mempertahankan jiwa atau harta, melakukan suatu

perbuatan karena tekanan atau paksaan, kesulitan yang merata, dan lain sebagainya.''*

Berdasarkan definisi tersebut pula, maka konsep Darurat Syar’iyyah dapat
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di negara yang mayoritas umat islam. Hal ini
karena mengingat posisi dan fungsi pemerintah sebagai wali bagi rakyatnya.!'> Hal
tersebut juga karena jika setiap individu terjaga kemaslahatannya, maka masyarakat

dalam sebuah negara juga akan terjaga kemaslahatannya.

113 Muhammad lbn Ahmad Al-Khatib al-Syarbini. Mugni al-Muhtaj, Juz IV. (Beirut Dar al-Kitab al-Arabi, t.th)
Him. 323
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abd. Ar-Rahman As-Suyuthi (1997). Al-Asybahwa An-Nazha ‘ir fi Qawa’idwa Furu’ Figh Asy-
Syafi’i.IRiyadh : Maktabah An-Nadzar Mushtafa Al-Baz. HIm.198
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Kebijakan pemerintah hendaknya mementingkan kondisi masyarakat agar tidak
merusak atau mempersulit kehidupannya serta menciptakan kemaslahatan bagi

masyarakat. Hal ini berdasarkan pada kaidah hukum sebagai berikut!!¢ :

sdiad b bt ) Jo o) i

“Kebijakan pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya harus dikaitkan
dengan kemaslahatan.”

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus
berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasar

firman Allah SWT!!7 :

W B0 &) J3all 1,488 BF L s a8 13 QT ) Bul 1,38 OF 23t 4 &)

/////

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat," (QS An-Nisa’: 58)

Hal ini karena kemaslahatan merupakan karakteristik dari hukum islam dibangun
atas dasar mengambil manfaat dan menolak kerusakan. Mengingat kondisi dalam
sebuah negara yang tidak selalu dalam kondisi normal terkadang mendapati kondisi

genting dan berbahaya, sehingga membutuhkan penanganan yang cepat. Maka, seorang

116 Ali Ahmad An-Nadawi. 1986. Al-Qawa’id Al-Fighiyyah ; Mafhumuha, Nasy’atuha, Tathawuruha, Dirasah Al-
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pemerintah harus segera mengambil kebijakan yang sesuai dengan kesejahteraan

rakyatnya.

Darurat Syar’iyyah mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit daripada
Maslahat Mursalah. Darurat Syar’iyyah adalah sesuatu yang tingkat keperluannya
mencapai tingkat yang paling puncak dan keadaan yang paling sulit sehingga seseorang
yang berada dalam bahaya yang mengancam diri atau masyarakat umum. Adapun
Maslahat Mursalah adalah ungkapan yang menggambarkan upaya menarik manfaat

atau menghindari mudharat.!!®

Konsep Darurat Syar’iyyah ini sampai saat ini masih diterapkan oleh negara-
negara yang mayoritas umat islam. Dari konsep ini banyak negara yang
mempertimbangkan keputusannya berdasarkan kemaslahatan rakyat. Dalam kegiatan
ibadah haji yang sedianya selalu di lakukan setiap tahun, akan tetapi pada pelaksanaan
ibadah haji tahun 1441 H / 2020 M terpaksa ditiadakan bagi beberapa negara-negara
mayoritas umat islam di seluruh dunia. Hal ini dilakukan karena pada akhir tahun 2019
terjadi yang namanya wabah virus Covid-19 yang mana menyebar hampir di seluruh

dunia termasuk negara Arab Saudi.

Dari kejadian tersebut terjadi kondisi genting dan berbahaya, sehingga
membutuhkan penanganan yang cepat. Oleh karena itu negara di seluruh dunia segera
mengambil keputusan untuk memutuskan rantai penyebaran virus Covid-19 ini.
Kebijakan yang diambil adalah rata-rata mengambil kebijakan untuk melockdown
negaranya. Yang mana dari kebijakan tersebut negara di seluruh dunia menutup semua
akses masuk dan keluar dari setiap negara. Dengan cara menutup bandara yang mana

berakibat pada tidak adanya penerbangan untuk warga asing dan warga lokal. WHO

118 Wahbah zuhaily.1997. “Ushul Figh” Kuliyat Da’'wah Al-Islami.Jakarta : Radar Jaya Pratama. Him. 105



juga menghimbau untuk seluruh masyarakat tetap di rumah tidak melakukan bepergian

agar tidak terpapar virus Covid-19 ini.

Banyak negara di seluruh dunia yang mengambil kebijakan tersebut dikarenakan
kebijakan ini adalah kebijakan yang paling ampuh menekan dari penyebaran virus
Covid-19, Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia juga menerapkan kebijakan ini. Di
Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan penerbangan
internasional, menutup tempat-tempat umum dan menangguhkan sementara kegiatan
umrah yang bisaanya berlangsung sepanjang tahun. Sedangkan di negara Indonesia
mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku
diseluruh pulau Indonesia.''”® WHO memprediksi virus ini akan bertahan sampai 3
bulan ke depan akan tetapi pada kenyataannya virus ini tidak ada penurunan kasus
malah bertambah kasus setiap harinya. Virus ini termasuk virus yang paling cepat
penyebarannya terbukti hanya dalam waktu itungan bulan virus ini telah menyebar ke
seluruh dunia. Dari aturan tersebut, pelaksanaan ibadah haji tahun 1441 H / 2020 M

terancam dibatalkan karena kasus Covid-19 yang tak kunjung menurun.

Pada pertengahan bulan Juni 2020 pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa
akan tetap melaksanakan ibadah haji akan tetapi dengan persyaratanya itu ibadah haji
hanya berlaku bagi Jemaah yang tinggal di sekitar Arab Saudi dan Ekpatrait Arab
dengan pembatasan jumlah Jemaah sekitar 1.000 Jemaah dan tetap menerapkan

protokol kesehatan yang sesuai dengan standar dari WHO.'?° Keputusan tersebut
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diambil pemerintah Arab Saudi untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang

semakin meluas dan untuk memutuskan rantai penyebarang Covid-19.

Pemerintah mengambil keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan yang
matang dan telah melewati diskusi yang panjang dengan kepala negara dan staf ahli.
Karena di dalam kaidah figh juga menjelaskan bahwa ketika dalam kondisi Darurat

bisa menggunakan kaidah figh ini, yaitu'?! :

“Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat™

Dalam kaidah ini, pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik dan
perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Kalau dalam suatu masalah
terdapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain
menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari
bahaya. Dalam hal ini, Ketiadaan Pemberangkatan Ibadah Haji adalah sebuah
keputusan yang benar ketika ada masalah Pandemi Covid-19 saat ini. Karena
penyebaran dari virus ini sudah meluas hamper keseluruh dunia termasuk Arab Saudi
yang mana sebagai penyelenggara Ibadah Haji. Dan virus ini sampai saat ini belum
ditemukan obat yang tepat dalam mengurangi penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu,

mudaratnya lebih besar daripada manfaat yang kita peroleh.

Di negara Indonesia sendiri juga mengambil keputusan untuk meniadakan

keberangkatan ibadah haji pada pelaksanaan ibadah haji tahun 1441 H / 2020 M.!??
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Keputusan tersebut diumumkan pada tanggal 2 juni 2020 oleh Menteri Agama, Fachrul
Razi. Walaupun pada awalnya keputusan ini diambil secara sepihak oleh Menteri
Agama tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan para legislatif. Akan tetapi pada
akhirnya keputusan ini dapat diterima oleh para legislatif dan setuju akan keputusan

yang dibuat oleh Menteri Agama.

Keputusan tersebut tercantum pada Keputusan Menteri Agama Nomor 494
Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan
Ibadah Haji Tahun 1441 H /2020 M. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan
ajaran dalam islam yang setiap orang harus, menjaga agama (hifzhad-din), jiwa (hifzh
an-nafs), akal( hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh an-nasal), dan harta (hifzh al-maal) yang
merupakan ke dalam lima Magqosit Syari’ah.!?3 Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji
Tahun 1441 H /2020 M pada masa pandemi Covid-19 yang melanda dipastikan dapat
mengancam kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemah Haji Indonesia. Oleh karena
itu, pemerintah telah menjadikan menjaga jiwa (hifzh an-nafsh) sebagai dasar
pertimbangan utama dalam menetapkan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/

2020 M.

Dengan mengingat bahwa keselamatan jiwa merupakan salah satu aspek yang
wajib dalam ajaran islam dan guna mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar
bagi Jemaah Haji dan petugas Penyelenggara Ibadah Haji pada khususnya dan Warga

Negara Indonesia pada umumnya, Pemerintah menetapkan Pembatalan Keberangkatan

keberangkatan-jemaah-haji-pada-penyelenggaraan-ibadah-haji-tahun-1441-h-2020-m. Diakses pada 26 Nov
2020.

123 "Magqashid Syariah: Pengertian dan Bentuknya yang Perlu Dipahami ...." 2 Mar. 2021,
https://kumparan.com/berita-hari-ini/magashid-syariah-pengertian-dan-bentuknya-yang-perlu-dipahami-
1vHFlJetIBM. Diakses pada 17 Mei 2021
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Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2020 M melalui

Keputusan Menteri Agama.'?*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa konsep Daruratus
Syar’iyyah merupakan kondisi bahaya yang menimpa seseorang atau masyarakat
umum, sehingga dikhawatirkan dapat merusak tatanan social sehingga orang tersebut
atau pemangku kebijakan di perbolehkan untuk mengerjakan yang dilarang,
meninggalkan aturan, atau menunda waktu pelaksanaannya selama tidak keluar dari

prinsip-prinsipnya.

Dalam keadaan Darurat menurut konsep Daruratus Syar’iyyah, sudah relevan
digunakan untuk dijadikan alasan peniadaan Ibadah Haji dalam pandemi Covid-19
menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3273)!2% dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun
2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) sebagai Bencana Nasional.'?¢ Dan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
2019'%7 tidak dijelaskan tentang pembatalan Ibadah Haji apabila ada suatu kondisi
yang Darurat. Oleh karena itu, Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020
memberikan payung hukum untuk kondisi yang Darurat dalam hal ini adanya pandemi

Covid-19.

124 KMA NO. 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan ibadah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441 H /
2020 M.https://kemenag.go.id/archive/keputusan-menteri-agama-nomor-494-tahun-2020-tentang-
pembatalan-keberangkatan-jemaah-haji-pada-penyelenggaraan-ibadah-haji-tahun-1441-h-2020-m. Diakses
pada 26 Nov 2020.

125 Undang-undang No.4 Tahun 1984 Tentang Wabadh Penyakit Menular

126 Keputusan Pesiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional

127 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan lbadah Haji
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan bagi setiap
umat islam. Namun kewajiban ini tidak berlaku bagi seluruh umat muslim karena
ada syarat yang mengikat, yaitu istitho’ah. Syarat mampu (istitho’ah) disini
adalah mampu secara batin, zhohir, juga kesehatan. Akan tetapi Negara juga
memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan
rakyatnya, dimana keamanan Jemaah haji dari keberangkatan sampai kepulangan
dijamin keamanannya oleh negara sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan, sehingga Jemaah haji bisa beribadah dengan baik dan aman dalam
perjalanan. Akan tetapi jaminan kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah
haji pada saat ini terancam oleh Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab
Saudi. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Kebijakan yang tertuang
dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan
Ibadah Haji Pada Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M. hal ini
dilakukan untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan keamaan Jemaah haji dari
adanya pandemi Covid-19.

2.Ditinjau dari Figh Siyasah pembatalan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19
memang sudahlah tepat dalam mengambil keputusan. Karena dalam islam sendiri
mengenal yang namanya konsep dari Daruratus Syar’iyyah yaitu sebuah konsep
pengambilan keputusan secara Darurat apabila terjadi sesuatu hal yang penting

dan mendesak. Pandemi Covid-19 ini sangatlah membahayakan masyarakat di
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seluruh dunia. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa konsep
Daruratus Syar’iyyah sudah relevan untuk diterapkan dan sebagai dasar dari
pembatalan ibadah haji karena kondisinya membahayakan apabila menimpa
seseorang atau masyarakat umum, sehingga dikhawatirkan dapat merusak
tatanan sosial sehingga orang tersebut atau pemangku kebijakan di perbolehkan
untuk mengerjakan yang dilarang, meninggalkan aturan, atau menunda waktu

pelaksanaannya selama tidak keluar dari prinsip-prinsipnya.

B. Saran

Penulis berharap seorang kepala negara atau pemangku kebijakan hendaknya
melakukan musyawarah sebelum membentuk dan menetapkan suatu kebijakan agar
lebih bersifat objektif dan mengandung unsur kemaslahatan lebih banyak, baik dalam
kondisi normal maupun dalam kondisi Darurat. Dan setelah penulis menelaah
Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494
Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 beserta
Analisis Figh Siyasah, maka penulis menyampaikan saran bagi pembaca dan peneliti
setelahnya untuk yang akan melengkapi penelitian ini boleh ditambahi teori-teori
lainnya sehingga penelitian ini menjadi lebih lengkap dan bermanfaat. Dan bagi
peneliti maupun pembaca dapat dijadikan data-data yang penulis paparkan sebagai

sumber rujukan karena data-data tersebut penulis ambil dari sumber aslinya.
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